
GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : ctg62 tst.ollP{:Kl2o2s

TENTANG

RENCAI{A AI(SI PROGRAM PEI{CEGAIIAN KORT'PSI TERII{TEGRASI DAN
PEMBEI{TUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSAIYA REI{CANA AKSI

PEMERINTAH PROVITSI LAMPUNG TAHUN 2023-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pemerintah Provinsi Lampung,
perlu dilakukan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
Terintegrasi Pemerintah Provinsi l,ampung Tahun
2023-2024:-

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut
di atas, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif,
perlu menetapkan Keputusan Gubernur l"ampung tentang
Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan
Pembentukan Kelompok Ke{a Pelaksana Rencana Aksi
Pemerintah Provinsi lampung Tahun 2023-2024;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pembe rantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang T ahun 20 1 2 -2O2 5 ;

Mengingat



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi La.mpung;

Pedoman Peni-laian Pencegahan Korupsi MCP Pemerintah
Daerah Tahlan 2O23-2O24 ;

MEMUTUSKAN:

KEPTTTUSAN GI'BERITT'R TEITTANG REI{CA.ITA AI(SI
PROGRAU PEITCFI}AHAIT KORIIPSI TERIITMIRASI DAN
PEUBEI|TT'XAIT I{ELOUPOK I(ER^'A PELIIKSAITA REIYCANA
AI(SI PTUERII(TAII PROVITSI LITMPT,I{G TAHUN 20.25.2024.

Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi
Pemerintah Provinsi lampung Tahun 2023-2024, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
Membentuk Kelompok Kerja Pelaksana Rencana Aksi
Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi l.ampung Tahun
2023-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini.
Kelompok Keda Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan rencana aksi program pencegahan korupsi

Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan;

b. melaksalakan rencana aksi program pencegahan korupsi
Pemerintah Provinsi l,ampung sesuai target yang telah
ditetapkan; dan

c. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur dan
Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan
rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi
Pemerintah Provinsi l^ampung.

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada Dikum Kedua melaporkan hasil
pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 3-7-2023
GI,BERIYI'R I,AMPUIYG,

ARII{AL DJUNNDI

Tembusar:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepaia Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintal Provinsi Lampung.
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I,,AMPIRAN I :

RENCANA AKSI PROCRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

PEMERINITAH PROVINSILAMPUNG TAHUN'2023.2024

KEPUTT ISAN GUBERNUR LAIVTPUNG
NoMoR , G%3 /N.o1/HK/2o23
T 0

1: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

rt ,A
INDIKATOR

SUB

INDIXATOR
TITIK nAWAN KORUPSI/

PERMASAI,AHAN

RKPD tidak sesuai dengan
RPJMD karena ada ProYek Yang
sifatnya mendadak tanpa ada
perencaan sebelumnYa.

, Rencana Ke4a Tahunan tidak
sesuai dengan Rencana Keria
Menengah karena "intervensi"
pihak tertentu.

,

*P DOKUMEN KELENGKAPAN

1. Laporan tiasil Reviu RKPD oleh lnspektorat
yang mereviu tentang kesesuaian program
dan kesiatan fRencana Tahunan/RKpD)
denzan RPIMD tahun Delaksanaan. Reviu
RKPD dilakukan setiaP tahun.

2. Laporan Tindak Laniur Rekomendasi Hasil
Revlu RKPD (dlsusun tsappeda atau OpD
terkait)

3. Dokumen Surat hasil ,asilitasi RKPD provinsi

oleh Dirien Bangda dan Fasiiitasi RKpD
habupaten/ Kota oleh Pro,'i;tsi

4. Surat Tindak Ianiut atls hasil fasliitasi oleh
Dirjen Bangda atau Provinsi

5. Berita Acara lindali Laniur Rekomendasi
Hasil Reviu RKPD

6. Rekapitulasi rek<.rmendasi hasil reviu,
tindaklanjut, dan statur tindak laniut

7. Berita Acara Musrenbang yang sudah
mengakomodirpokir.

L Hasil Penilaian SPIP pada Komponen 1.

Catatan:
Reviu dilakukan atas dokumen RKPD 2024

PENILAIAN

Tindak Lanrut Reviu tnspektorat (50)
Diberikan xilai berdasarkan 6/o

rekomendasi yang ditindaklanruti. Iikaseluruh rekomendasi ditindaklanjud
Ciberikan nilai 25

Pembinaan dan
Pengawasan
Dckumen RKPD

Penilaian dilakukan berdasarkan
professionol judgem€nc Jika tindak laniut
dinilai tidak efektif dalam melakukan
pencegahan korupsi atau tidak sesuai
denSan tondisi ldari hasil pemantarran),
maka diberhkt kan nilai pengurang.

RKPD sesuat den8an RprMD (SO)

l]!1 llPD seturuhnya .".r"i dong"n
RPJMD diberikan nilai 50.
Jika ada yang tidak sesuai maka diberikan
nilaipengurang.

Dalam melakukan penilaian, dapatkan
data pembanding, misalnya dari hasil
pemantauan SIpD, reviu ApBD, dst.
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Perencanaan
Pembangunan
Daerah
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DOKUMIiN IGLENGKAPAN

1 Dokumen hasil lrrpril l'okok Pikiran (Pokir)
dalam SIPD.

2. Hasil reviu Ktri'.Lr; r;rr l't)kr (lengar RKPD
dan RPfM D.

Penyampaian dar Pe rgitlIutar Pokir DPRD
dilaksanakan nld.\ I rninggu sebelum
Musrenbang RKPD dilaksanakan (Pasal 178
Pennendagri No. 1lr) t.rhirr 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan l'cr golr(laliari dan Evaluasi
Pembangurran Dxelal). Iata Cara Evaluasi
Rancangan Peratur,rr DaeIah ).

Sebelunr melakukirn l)enilaiarl, perlu
dilakukan pendalamair u rtLrk llren)astikan
pencegahan korupsi l,'rk.,)t derrgan Pokok
Pikiran.

- lnput Pokir (50)
0/o Pokir yang diakL,nr(,,lir diirrl)ut dalam
SIPD tepat waktu djkalikan 5().

- Xesesuaian Pokir (50)
o/o lokir yang diakonroJir sesLrai dengan
RKPD dan RPIMD dikrl han 5l).

PENIUIIANINDIKATOR

2 lnput Pokok Pikiran terlambat.
Pokok pikiran yang diajukan

tidak sesuai dengan RKPD dan
RPJMD.

Pencegahan

Mark Up

Anggaran

Pokok I'ikiral

Standar Harga

SatuaD (SHSJ

Pakta lntegritas Pergesahirr AnBga, an

Ditandatangani oleh c,ksekutif
sebelum pelaksanaar, KtlA
penyusunan APBD 2024

dan legislatif
PPAS untuk

Evaluasi SHS

, Kuniungan laPangarr (srrrvey) penyusunan
SHS

, Koordinasi antirr 0PD
, Koordinasi dar/ atau u(ilisa:,-i data instansi

vertikal dalanr penyusunan SHS (BPS, Bl
Perwakilan, dst) terkait asumsi
perekonomian

. Kertas Kerja Penyesuaian SHS (f)
dibandingkan(Ll)

Penetapan SHS

Pakta lntegritas PeDges.rh a rr A;.rgga ra n (100)

Apahila:

- Penandatanganan l'akta Integritas
setelah KUA PPAS rnaka tidak diberikan
nilai.

- Pengesahan anggaran ,idak tepat waktu
dapat diberlakukirn irnsur pengurang
dengan rncnrbe: kin catatan
l.eterlambataD-

Penilaian dilakukan bukan berdasarkan
iumlah dokumen yang disrrmpaikrn, namun
berdasarkan efektivitas irntuk nrencegah
penyalahgunaan anggaran.

Evaluasi SHs (30)
Iika evaluasi SHS telah efektif dilakukan
untuk dapat mencegah poteDsi kerugian
keuangan negara nraka diberikan nilai30.
Apabila terdapat standar harga yang
dinilai masih ada malk up rnaka tidak
efektif

SUB

INDTXATOR

Pcngesahan
Anggaran

4

Masih ada potensi penyuapan
dalam pengesahan APBD

Adanya mark up anggaran
sehingga mengakibatkan
kerugian keuangan negara
Standar harga yang ditetapkan
terlalu tinggi dibandingkan
dengan nilai yang berlaku di
pasaran sehingga berpotensi
kerugian keuangan negara
Walaupun sudah ada standar

harga namun tidak
diimplementasikan karena
masih menggunakan
pertanggungiawaban secara
rnanual

NO
TI'TIK RAWAN XORUPSI/

PERMASALA}IAN

3.



DOKUMEN KIiLEN6XAPAN

Peraturan/ Surat Kel utlrsan Kepala Daerah
tentang Penetapan StlS v.rng digunakar dalam
perencanaan APBD'l'ahrrtr 2 023.

Eatas waktu penyusuD.iI Pel.l(ailir \ll5 dan ASB

untuk RAPBD 202-1 paltnri lambat Ming8u ll Juli
2023 (75luli2023).

Implementasl SHS

"1. Screenshot rnet\u dirn lrasil input SHS dalam
apliklsi l,c|enc:ln,riln urrtuk tahun
berikutnya.

2. Contoh Dokumen Il.kap RKA.

3. Screenshot menu dan hasil input SHS dalam
aplikasi penganggaran APBD Tahun 2024
Tahun berialan untuk memastikan bahwa
SSH yang digunnkan di diaplikasi
penganggaran sarn.r dengan yang diinput
dalam perencaraan 2l)23.

4. Alur/ mekanisnre nrigrasi RAPtiD 2n24 dati
SIPD ke Aplikasi PelrgBangaran l)enrda,

Kelengkapan ASB

Ketersediaan ASts rlsil< dan nor lisik
Seluruh keqiatan PBJ ter.^edia ASB

Koordinasi antar Ol'l) dalanr penyusunan
B

Koordinasi danl
oman instansi

alau utilisasi data/
vertiltal dalam

penyusunan ASB

Penetapan SHS [30)
lika sudah ada }rellerjl,an SHS tepat
waktu maka dilrelitisn rilii 30.

lmplementasl SHS (40J

Iika SHS telah efektif cirinrplen rentasikan
untuk nrenccgah lr.'lr.n{l kr.rugian
keuangan negara maka ,liberikan nilai 40.

Diimplementasikai, dala,n arti diinput
dalam aplikasi (lan drgunakan sebagai
dasar pencairan anggaran. Pastikan
seluruh pertanggunBiawaban telah
dilakukan melalui aplik.rsi.

Penilaian dilakukan bukan berdasarkan
jumlah dokumen yang disirmpaikan, namun
berdasarkan efektivitas Lrntuk mencegah
penyalahgunaan aDggaran (kerugian
keuangan negara),

- KelenSkapan ASB (30)

lika seluruh kegiatan PBJ fisik dan non
fisik telah tersedia ASII maka diberikan
nilai30.

INDII(ATOR
SUB

INDIKATOR

5. Belum ada formulasi yang
mempermudah dalam
menrrsun perencanaan
anggaran sehingga
menimbulkan celah mork up
anggaran
Walaupun sudah ada AsB
namun tidak
diimplementasikan karena
masih r'enggunakan
pertangBungjawaban secara
manual

Analisis Standar
Biaya (ASB)

Penetapan ASll PenetapanASB (:t0)

NO
TITIK RAWAN KORUPSI/

PERMASALA}IAN
PENILAIAN

I
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DOKUMEN KELENGKAPAN

Peraturan Kepala Daerall r entang Penetapair AS B

IASB Fisik dan Nou Fisi]rl \.nngdiBurakan dalam
perencanaan Arru l alltrl - LrlJ

Catatan:

- ASB untuk kegintar r(,r :isik, nlisalnya
standar biaya p 'r \ elen8garaan rapat,
workshop/pclat,ban di r

- ASB untuk l(eBiatan lisrk, mjsalnya standar
pembangunan jalan, geii,rng, d:'r

Dokumen yang disampail<an adal.lh Penilaian
dilakukan atas Penyusunan ASB dalam
perencanaan RAPBD 't'ahulr 2024.

ImplementasiASB
1. Hasil reviu lnspektorat atas lnr plementasi AS B

meliputi kesesuaian SHS dalam menu ASB/
disusun dengan nremperhatikan SHS

2. Screenshct menu dar il.rs:l input ASB dalam
aplikasi perencanaan I ahun Anggaran 2024.

A:okasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan,
lnfrastruktur
1. Dokumen APBD 202:i yang menyatakan

pemenuhan anggnriu pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur.

2. Hasil Revju RKPD 2023 lnspektorat terkait
dengan rekomendasi pemenuhan anggaran
pendidikan, kesehatan, infrastruktur.

3. Hasil Evaluasi RAPBD 2023 Kabuoaten/ Kota
oleh Provinsi atau Hasii Evaluasi RAPBD
Provinsi oleh Kemendagri terkait dengan
rekomendasi penrenuhan anggaran
pendid ikan, kesehatar, infrastruktur.

lika sudah ada penetalran ,\St, fisik dan
non fisik maka diberikar) nilai :30.

tmplementasi ASB (4tl)
o/o kegiatan PBJ yang nrenggulakan ASB

dibandingkan dengan total kegjatan PBI
yang harus menggunakan ASB.

lika seluruhnya telah nreuggunakan ASB
maka diberikan nilai 4tl.

Pemenuhan AnggaraD Pendidikan,
Kesehatan, Infrastruktur (80)

lika APBD telah menenrrhj ketelrtuan o/o

anggaran pendidikan, kesehatar, dan
infrastruktur diberikan nilai :

- Pendidikan, iika terpenuhi 20o/o dari
APBD maka diberikan nilai 20.

- Kesehatan, jika terpenuhi 10% dari APBD
maka diberikan nilai 2c.

- DTU dialokasikan pada 25olo utrtuk
belania infrastruktur, nraka diberikan
nilai 20.

PENILAIAN

Alokasi anggaran (postur
anggaran) tidak fokus pada
sektor yang berdampak
langsung untul( masyarakat,
misalnyar kesehatan,
pendidikan, infrastruktur, dst.
Beberapa kegiatan untuk
memenuhi mondototy
spending menjadi modus
korupsi

Pelrenuhan
Kebutuhan
Masyarakat

Pemenuhan
Alokasi
Anggaran Wajib

NO
TlTrx RAWAN KORUPSI/

PERMASAIAHAN
TNDIKATOR

SUB
INDIXATOR



1

DOKUMEN KELENGMPAN

Alokasi arAqarar !,,iriil) (ir( rrrlidtkatl, kesehatan,
i|ftastruktur) selirg disebut -\eb]j.gai mondotory
sperding. Tuiuan n)itt(lt tor.r, tuettding ini adalah
ulrtuk mengurangi lnasai.rlr lietirnpangan sosial
dan ekonomi daerah- Motttiotti4 spending clalam
tata kelola keuangnn pcrrrer intah daerah meliputi
hal-hal sebagai berikut

l. Alokasi anggaran penitidikaD sebesar 200lo

darj APBD sesuli aIlrn nat tJUII 
.t 945 pasal 3 L

ayat (4.) dan Ul, llo 2() t.rhr:rr 2003 tentang
Sisten Pendidikan Nasional pasal 49 ayat
( 1).

2. Besar ang,gararr kesehatan pemerintah
daerah provinsi, kahupaten/kota
dialokasikan nrinimal 10olo (sepuluh persen)
dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah di luar gaii {tJU No. :J6 Tahun 2009
Tentang Kesehatan).

3. Dana Trat,sfer- Utnrrnr (DflJ) diarahkan
petr8gunaannya, yaitlr paling sedikit 250lo

(qua pulun llll)a l,efser untuK DelanJa
lnlrestruktuf oaeran yang langsunS terxalt
dengan percepatan penrbangunan fasilitas
pelayanan publik darr ekonomi dalam rangka
meningkatkan kesenrpatan keria,
mengurangi kenriskirrarr, dan rrrengurangi
kesenjangan penyediiran layanan publik
antardaerah (UU APBNJ.

4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10yo
dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No.6
Tahun 2014 Tentang Desa).

- Dana Desa (ADDI dialokasikrn 10% dari
APBD, diberikan riiai 2 L).

Jika tidak ada ADDI

- Pendidikan, iika rerp ,nuhi 200/o dari
APBD maka diberikan trilai 3rl.

- Kesehatan, jika terpenuhi l0rr,dariAPBD
maka diberikan nil;ri 3(:

- DTU dialokasikan p;da 25'ri, untuk
belania infrasrrrrktur, nrak.r diberikan
nilai 20.

Iika tidak terpenulri nraka diburikan nilai
p ropors ion al, prole.rs io t, al j u dg e tr e n t.

,llektrvitas Anggaran Pendldil(an,
Kesehatan, Inliastruktur (zOJ

Efektivitas memperhatikan hasil audit APIP,
BPKP, maupun BPK (T-1) terkiiit dengan
alokasi anggaran m oidotory spendin8'.

lika tidak ada temuan audit maka diherikan
nilai 20, ramun iika masih;rrla tenruan audit
maka diberikan fakl,)r l)ungurang
berdasarkan proless io t r t ! j u, lqe n r- n t -

NO INDIKA'I'OR
SUB

INDIKATOR

.TITIK 
RAWAN KORUPSI/

PERMASALAIIAN PENILAIAN



SUB

INDIKATOR
INDIXATOR

7 APBD tidak transparan dan
rawan disalahgunakan
Masyarakat tidak rnengetahui
alokasi anBgaran daerah

Bantuan keuangan provinsi
meniadi modus untuk
mendapatkan anggaran bagi
kabupaten/ kota.
Spesifikasi tidak jelas dan
matang sehingga memunculkan
potensimork up.

8. Pengendalian
dan Pengawasan
Penggunaan
APBD

l'ublikasiAPBD

Pengawasan
Bantuan
Pemerintah

-li

DOKUMI]N KI]LENGKAPAN

Efektivitas Pendidikan, Kesehatan,
Infrastruktur
1. Tenruan audit lrisl,r'(ri) rat ta lrr,ir 202 2 dalanr

pelaksanaan ,i !{irriln pendidikan,
kesehatan, rian inllast luktur yang
menyatakan r rrrrsrl rrdrr peryaiahgunaan
arrggaran pada p, riltllraan itlokirsi anggara n

pendidikan, kest hal,r r, in Irastruktur.
2. Tenruan audit llPK rlan/ atau tsPKP tahuD

2022 dalaD) leilks^annalr anggaran
pendidikan, kesclr.rt.rrr, dan infiastruktur
yang menyirtaliin rnirsih ada
penyalahgunaan alrggr!.an pada penggunaan
alokasi angga|aI Perrdidik;rl, kesehatan,
infrastnrktur.

1. Screenshot publikasi APBD sesuai tahun
berjalan dalam wcbslte Pemda dan
penielasan seiak trrggal berapa publikasi
APBD dilaksanakal

2. Link website publiirasi APBD Iahun 2023
sebagai bahan konIrmasi

Publikasi APBD 'lahun 2(123 mencakup
Perda APBD 'l'ahun 2023 dan Ring'(asan
APBD Tahun 2023.

PENII.AIAN

Publlkasi APBD

lika sudah ada publiknsi APBD maka
dlberikan nilai 100

Publikasi APBD maksinral 3l Maret 2023

Jika publikas i terlambat harya diberikan nilai
50_

Jika link website tidali di)pat diakses tidak
diberikan nilai.

Bantuan Keuangan
, Data Pengaiuan Bantuan Keuangan
. Dokumen Perencanaan dari Kabupaten/

Kota dalam memberikan bantuan keuangan
kepada desa (untuk kabupaten/ kota)

, Dokumen Perencanlirn dari Provinsi dalanr
memberikan hinll.ill] keuillrgJn provinsi

Evaluasi terhadap bartuan keuangan
provinsi dilakukan terhadap Pemerintah
Provinsi.
Evaluasi terhadap bantuan keuangan

ke da kabu at0n l<o ta untuk r-ovinsi

kabuoaten/ kota kcrra,la desa drlakukan
terhatlap Pemerint,rli Ka l)upalen/ Kota.

NO
TITTX f,AWAN KORUPST/

PERMASALAI{AN



INDINA'IOR DOXUMf,N XELENGKAPAN

Dokurren Har,-il E\aluasi atas Penlenuhan
Bantuan Pemel-jrtarr v.rrg nrencegah proyek
tanpa perencanaan ,iofk xp, tidak sesuai
kebutuhan, anBgara 1 iilit,J
Data Realisasi tlantl,an KeuarigaD

Hasil audit APIP. IIPK. tsPKP atas lJantuan
Keuangar

Hibah dan/ atau tsantuan Sosial

, Data PeDgaiuan Hil)ah d;rn/ atad llartuan
Sosial

, Dokumen Hasil Ev;rluasi atas Penrenuhan
tlibah dan/ atau Bantuafl Sosial yang
mencegah proyek tanpa perencanaan, mork
up, tidak sesuai kebutulran, anggaran fiktif

. Data Realisasi Hibah dan/ atau Bantuan
Sosial

, Rincian penerima lritrah dan/ atau bantuan
sosial

' Dana sesuat den8all (lrsi ()PD.

. Hibah dibelrkan kep;da or8anisasi yang
diakui

. Hasil audit A PlP, B t'K, UPKP atas Hibah dan/
atau Bantuan Sosial

tvaluasi terhadap hibah dan/ atau
bantuan sosial dilakukan terhadap
Pemerintah Provinsi, Kabu paten/ Kota.

Evaluasi terhadap dana PLN dilakukan
terhadap Pemerintah Daetah yang

mendapatkan dana PEN

Pelaksanaan Evallasi (50 I

l,aporan Hasil Evaluasi atas Pernerlhan
Bantuan Provinsi/ Hibah/ tsanruan Sosial,/

Dana PEN sesuai dengan RKPD dan/ atau
RPJMD (program, penerima. dan nilai).

Evaluasl Realisasi (50)

Laporan Realisasi Pemenuhan Bantuan
Provinsi/ Hibah/ Bantrran sosial/ Dana PEN.

Jumlah laporan realisasi diband ingkan
dengan seluruh bantuan yang diberikan.

lika terdapat temuan audit alas bantuan
pemerintah pada (T) dan (1-1) maka
diberikan unsur pengurang

Masih dilakukan praktik
penyuapan atas penyaluraIl
bantuan keuangan.
Hibah dan/ atau bantuan sosial
tidak diaiukan berdasarkan
rencana yang detil dan jelas
serta masih ada rrorA up.

Realisasi hjbah dan/ atau
bantuan sosial tidak sesuai
dengan RKPD dan/ atau RPIMD,
pengaiuan proposal, fiktil
diberikan kepada penerinra
yang tidak sesuai dengan
penerima dalam proposal, dst.
Dana PEN tldak dilaksanakan

sesuai dengan perencanaan
awal dan masih ada potensi
mork up

lmplementasl Dana I'emulihan Ekonomi
Nasional
, Data pengajuan dana PEN
. Peianiian/ Kontral< Kiner,a Pemda dengan

Kemenkeu
' Realisasi pengaiuan dana PEN
, Dokumen Hasil Evahrasi atas lmplementasi

Dana PEN
. Kesesuaian pengaiuan dan realisasi dana

PEN

NO
SUB

INDIKAI'OR PENILAIAN
TITIKRAWAN KORUPSI/

PERMASALA}IAN
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DOKUMEN T(ELENGXAPAN

Lanra waktrr pengt'r r r h;rli;rrr yang harus
dilakukan (nra.a iai at:rn (ep.rla Daerah)
Pengajuan dan lealii;rsL apakrh telah selaras
Hasil audit APli', Bt'K l,i'1.['i,rasDanaPEN

Tidak Ada Alokasi Anggaran Konstruksi pada
APBD'P
Dokumen APBI) v ng rri.rrqinlormasikan bahwa
sudah tidak adl .llgllalirlr ultul( pengadaan
konstruksi besar p.rd?r A PlJl) l'erubahan.

Yang dimaksud anggar.rn kr)r)stnrksi hesar antara
lain pembangunan gedutrB yirrg rnen]akan waktu
lebih dari 3 bulan.

Iik3 hanya perbaikarr jirlan yang hanya
mernerlukan waktu kulang lebih I bulan maka
masih diperkenankan.

Terselesalkannya Pengadaan Konstruksl dan
TidakAda Deffsit pada APBD

1. Progress ptlalisana.lll lieAialan PBI terutama
sektorkonstruksi selan)a tahun berjalan.

2. Dokumen APIID ),anE m i,n gin formasikan
bahwa APUD pada akhir tahun tidak
menimbulkan (lclisit.

PENIT.AIAN

Tldak ada alokasi anggaran konstruksi
pada APBD-P (25)

- Jika tidak a(la alokaqi nrggaran
konslruksi besal pad.r APBD-P selama
tahun 2023 dibet ikrn nilai 25.

- fika masih ada alokasi arggaran
konstruksi be:-ar pada APIJI)-l selama
tahu 2023 tid.rk drbcnk.r,r rilai.

Terselesalkannya pengadaan konstruksi
dan Tldak Ada Defisit pada APBD di akhir
tahun (25)

- Jika masih dit(,mulian salah satu
(pengadaan konstnrksi beluln selesai
atau ada hutarS pada APBD) maka
diberikan nilai 12,.5.

- lika keduanya rn.rsih ditenrukan maka
tidak diberikan nilni.

Reviu SHS dan AStl

1. Reviu Inspektorat dalaln Penetapan SHS dan
ASB

Laporan hasil reviu inspektorat tentang SHS

dan ASB yang ditsunakan dalam tahap
penyusunan RAPBD yang sekuranS-
kurangnya mencakup r

- Proses penelaparryil

Reviu SHS dan ASB (25)

- lika ada laporan hasil reviu SllS dan ASB
yang memuat minimal 3 point maka
diberikan nilai 25.

- Jika reviu tidak memadai untuk mencegah
korupsi maka diberikan pengurang
( professiona I j u(lg e t nent ).

INDIKATOR
SUB

INDIKATOR

' Pada AFBD Perubahan
se ngkali diangqarkan
anggaran untuli proyek
konstruksi. Kondisi ini berisiko
keterlambatan pelaksanaan
dan/ atau serah terima
pekerJaan. Pada akhirnya
menimbulkan defisit pada
APBD,

' Penganggaran proyek yang
mendadak menjadi modus
penyalahgunaan APBD.

. Banyak pengadaan yang
dilaksanakan prosesnya tidak
sesuai r€ncana vang berdampak
pada kekurangan waktu
pelaksanaan pengadaan
sehingga proyek mangkrak dan
berpotensi menimbulkan
kerugian negara dan
berdampak pada suppofting
terhadap pelaksanaan
pekeriaan. Perubahan jadwal

iuga dapat sebagai indikasi
adanya perencanaan pengadaan
yang kurang terencana secara
baik.

' Atas reviu Inspektorat,
seringkali tidak ditindaklaniuri
oleh OPD terkait.

, Walaupun sudah didorong tata
kelola erintahan nanlun

Pengendalian
dan Pengawasan
Arrggaran

NO
TITIK RAWAN KORUPSI/

PERMASALAHAN



SUB
INDIXATOR

masih ada temuan terkait
dengan mark up anggaran dan/
atau kasus korupsi penyuapan
terkait pengesahan APBD

-li-

DOI(UMEN KTiLINGXAPAN

- Besarannya (apaK.rll [rasih dalarn batas
kewaiaran )

- Kesesuaian ASB r e r11art SllS

2. Tindak Lanitrt Revirr sils daI Astl
- Laporar tjnCak ra[iut rekornendasi atas

hasil reviu SHtj dan ASB yang
menggambalkarr r, lrr)dak lanjut atas hasil
reviu SHS dan ASll

- Berita Acara Tin,lilk L;rnjut llekomeildasi
Hasil Reviu SHS dar ASB

Catatan:

Penetapan SHS dan ASli untuk RAPBD 2024
ditetapkan di Tahun 2()2:l sesuai PP 12 Tahun
2019 dan Permendagri 77 t.rhun 2020

lika masih ada:

1. Temuan audit Inspekrorat, B PKP atau BPK
2. Pengaduan Masyarak,rl

terkajt dengan peryalal:gtr naan anggaran maka
meniadi faktor penguraIlg

Contoh penyalalrgunaan a0ggaratr ;lrrtata lain:

Mark up, anggaran flktjl (ist.

Tindak Laniut Reviu Sll5 dan ASts (2 5)
Dihitung berdasarliaD j r k,)D)( ll(lilsi yang
ditindaklanjuti daD el(,1.ri, r,rrcr11,rlr korupsi

dikalikan 25.
Jika masih ada:
- Temuan audit lnsl)ck.)rat, tll'KP atau

BPK
- Pengaduan M asyar r k:]l
- Hasil Penilaian SPI 2t)2l

terkait dengan penyalahgurraan anggaran
maka menjadi faktor pcngurang untuk
pentla,an lL Kevru )H5 oan A)b sesual
p rofess io nul j u dg e m en t.

Contoh penyalallgu naan angBaran antara lain:
Mark up, anggaran fiktif, dst.

NO
TITIK RAWAN KORUP$I/

PERIIIASALAHAN
INDIKA'TOR PENIL\IAN



vAN XORUPST/
ASTIAHA N

INDIKATOR

-ll-
AREA 2: PENGADAAN BARANG DAN IASA

SUB
INDIKATOR DOKUMEN KEI,ENGKAPAN

Pemenuhan Komitmerr'! KDN

1- Komitmen KeDala i. r,rrah ter-kxit densan
lmolementasi l KDi\ L, aorSIPD

2. Screenslloot Ko r l] itr] r ri(cpala Daerah dalam
SIPDterkaitdencarr':rolernentasiTKDN

3 Realisasi Penrr.rtulrrr Irrolerrent.rsr TKDN
oleh Pernerirtalr Da.'r.rir yang dinilai melalui
aplikasi Moritorilll l l\l)N yang ada

I mplementasl e-Purch.rri,rg

1. Regulasi e-Purcltosilq IKatalog Lokal dan
Bela PengadaaD)
a, lnstruksiKepaiir l)aerah lm plementasi e-

Purchosing baik kepada Perangkat
Daerah maupur l'enyedia

h. Regulasidan Alrrr l'embayaran transaksi
m elal u t €-rtrr( h{.!/ r,g Inon tunai)

2. Daftar produk, etalir:re tayang dan pcnyedia
yang terkait daiarr impleD]entasi e-

purchasing baik b,l.r pcngadaan maupun

katalog lokal. 'lerrn.rsuk nilai penggunaan e-
purchasing berdas.rrkan etalase dan nama
penyedia

3. Data realisasi implcrnentas-i e-purchosing
pada masing-nrasing Ot'D

4. Total nilai pengadaarr melalui e-purchasing
dibandingkan total belanja modal dan
barang.

5. Penlngkatan produk, etalase, penyedia
terkait dalam implementasi e-purchoslng
(tahun 2023 dibandiirgkan tahun 2022).

PENILAIAN

Pem€nuhan Komltmen TKDN (3O)
- Komitmen Kpf rl.l Dar,.rh lnrplementasi

TKDN (Nilal 10)

lika telah ada Konritrnpn Kepala Daerah

terkait Komitnrcn fhl)N dalanr SIPD
diberikan nilai 10.

- 7o realisasi atas pe[l(:nllhin'l'KDN
Diberikan niiai rralisimal 20 jika

komltmen telalr tetpenrrhr 10090.

Implementasi e-Purchasing (5o)
lmplementasi e-purchasing terhadap total
belanja modal dan bar ang d ikalikan 3 0o4.

Diharaokan ada inovasi vang mendorong
implementasi/ pcningkatirn inrplemeDtasi
purchasing dibandirrgkarr talrrrn 202 2.

R€viu/ Audit lT lnrplementasi e-
Purchasing (2O)

,ika implementasi t:-punhtsing telah direviu
maka diberikan nilai 20.

Namun iika reviu dinilai tidak efektif untuk
mencegah korupsi nraka diberikar nilai
penguran& pro/ess/ o n a I j u d ! p me n L

lnovasi
Pelaksanaa:r
Pengadaan

Penrenuhan
KomitrDen'l'KDN
d,tn e.l'Ltrchqsing

NO

Kegiatan Pengadaan Earang darr
lasa Pemerintah dinilai belunr
optimal dalam mendukung
perekonomian UMKM rlj
lndonesia. Presiden lelah
menerbitkan lnpres 2 Tahun
2022 dan perlu dipastikar)
implementasinyadi daerah
PBI masih belum mendukuDg
pelaku usaha menengah, kecil,
dan mikro
Pelaksanaan pengada3n dengan
nilai kecil tidak transparan dan
akuntabel
Beberapa kegiatan pengadaan
dengan nilai kecil rawan
disalahgunakan dengan
pertanggungiawaban fiktif
dengan dalih pengumpulal
dana taktis

I
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Pencegahan
Korupsi
Pergadaan
[,angsu ng

Reviu/ Audit lT lnrDlementasi e-P[rchosin,
Laporan pelak5-:lnilan reYiu APIP atas

ilnplementasi t-1 urchastttg i.r,rB lDemuat

beberapa evaluasi, .rn tar J lr rn:

1. Met(anisme l,er)ril,h.rrr perryedja tanpa

pr aktik penyulirall/ Br irtilikasi
2. Negosiasiharg;r impl( o ren tas j e-pui-chasirg

3. Evaluasi penyedia

Laporan ini dapat nreniadi baBiar dari Reviu Tata

Kelola PBJ yang dilrhukirn olclt APll.

Laporan iDi dapat iuga berupa Laporan Hasil
Audil lT alas lm plcrren t J' i ,.frlrchor in,q.

Pengadaan Langsung Melalui Sistem

1. Daftar Pengadaarr l,irngs Lr Ig dalam RUP;
2. Daftar Pengaduan 1,.rF1,]sung yang telah

dilaksanakan belikut sist(, yang digunakan
ISPSE atau nrarual),

3. Daftar SPK lrasil P€ntsadiin Langsung yang
sudah terealisasi.

4. Regulasi intcrnal Pernda untuk mendorong
kewajiban ir)lr t e-P[, se.bagai salah satu
persyaratar p.irca jlan anBgaran.

Pengadaan Langsung Melalui Sistem {50)
0/o Pengadaan l,aDgsung nleiaiui e-PL
dibandingkan d|ngan DaLa Pengadaan
Langsung dalam SIRUP. Jika s,idah semua
Pengadaan Langsung nrenrakai r'-PL nraka
diberikan nilai 50, jil<a kurillrg maka
diberikan nilai proporsional.

Catatan:

Diberikan nilai rraksimal jika dipastikan
SIRUP sudah 100%.

Konsolidasi Pengadaan (5o)
P--laksanaan Konsolidasi lrengadaan yang
semula melalui Pengadaan l,angsung pada 5

OPD tertentu untuk per)Badaanyang seienis.

Utamakan untuk meDdorong pelaksanaan
konsolidasi pada Dinas PUPR, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan
fPenrjlihan OPD yang djlakukau konsolidasi

SUB
INDINATOR

2 Pokok pikiran menjadi modus
untuk mendapatkan proyek
bagi oknuDr Anggota DPRD.

Praktik penyuapan dilakukan
ketika melaksanakan proyek
yang berasal dari pokok
pil(iran.
Masih banyak kegiatan PBJ

melalui pengadaan laDgsung
yang tidak transpal'an untuk
mengakomodir proyek
"pesanan"

Banyak pemecahan paket
pekeriaan seienis menjadi
pengadaan langsung yang
berpotensi pembagian proyek
dan menguntungkan pihak
tertentu.
Perlu didorong upaya untuk
menurunkan risiko korupsi

en adaanecahan

NO
TITIK RAWAN XORUPSI/

PERMASALAHAN
INDII(ATOR

Konsolidasi Pengadaan

Daftar pengadaan yang kemudian dilakukan
konsolidasi dilengkapi dengan: nnma OPD, nama
pengadaan, nilai HPS, jadwal pelaksanaan
pengadaan konsolidasi, nama pemenang hasil
konsolidasi, Nilaj l'engadaan Hasil Konsolidasi
(dibuat dalam tabel).
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dan efisien:,-i

INDIXATOR

Pengendalian
PergadaaD

DOKUMf,'N KDLI]NGI(APAN PENILAIAN

efektivitas
anggaran.

Metode konsolidasi ,lirpJt l)erupa tender
l)ersama atau penj'irtuit r lialiet tcfpusat untuk
kemudian di tenderli.rn.

Pelaksanaan Revi (l t)e|e tluaraao Pengadaan

Reviu ini rjilaks;rrr;:[; rr olelr llKPBl untuk
mendorr,ng 0PD nrt:rrrilih rr'etode Pt]l yang tepat
dan membantu tlKl'l|l dal,rrn menyusun tlmeline
PBI selama tahur t)r,r,alaD, nrendorong
pelaksanaan inov si t'lil. serta kebijakan lain
sehubungan dengall pelnk)^anaan PBJ yang
transparan, akuntal)el, d:lr l)erintegritas.

1. Dokumen RUP nrasing rnasing OPD;
2. Dokumen Hasil Rev,u Pcngadaan minimal

berupa RUP I)erndl llasil Rpviu Besama

lengkap de:rgarr N.rrr.r Pengadaan, jadwal
seb€lum daD se.ilrLlalr leviu, metode
pengadaan scbelurn dan scsudah reviu,
rencana kebutulllri rrrasing rrrasing paket
pengadaan dll, di l 'l D oleh Sekda (dilengkapi
dokumentasi keBi;rt.ur, dat] Iumlah
Pengadaan nrelalui rekapitulasi junrlah
Tender, Jumlah Pcngadaan Pengadaan
Langsung, JuDrlah l'enunjukan Langsung,

Jumlah Paket li-Puft'hasing Jumlah Paket
Swakelola)

3. Daftar Rencana lrellgadaa)l Konsolidasi
(minimal ada 5 pekr.riaanl

Penayangan SIRUP

Penayangan SIRUP I 00% per 31 Maret 2023

berdasarkan data RUP Perlda yang banyak
memilih rnetode Pengatlaarr Langsurg).

,ika masih banyak peugad:r rrr larrgsurrg yang
bisa dikonsolidasi narlLrn tidak dilakukan
konsolidasi atau tidnk ,lireko rrt,ndasikan
melalui e-Purcfiosing rnak;r bisr diberikan
faktor pengurang.

Revlu Perencanaan Pcngadaan (50)

Nilai diherikan atas eli.ktivit:.rs oelaksanaan
reviu melaluikoreksi UKI)UI yans bortuiuan:

o Mencegah mens rce pentecahan
proyek;

o Mendorong transparansi dan
akuntabilitas peDgrdaan;

o Mencegah korupsi pada kegiatan

Pengadaan.
ika reviu perencaDaar ptngadlarr dinilai
urang memadai nrakr tliberikan laktor

engurang.

yo Penayangan SIRUP per 31 Maret 2023
(s0)
INilai 50 iika 100o/ Ilt]l' rort:ryirng dalam
SIRUP sarnpai selanbat lai)rbatnya 31 Maret
2023), jika belum 10001 maka dihitung
(realisasi Nilai RUP tertayang di SIRUP
dibandingkan Total Anggaran PBJ) x 50

3 Reviu dan
Transparansi
Rencana
Pengadaan

SUB
INDIKATOR

Beberapa kegiatan PBJ, seringkali
tidak ada perencanaan pengadaan
yang baik dan dikoordinasikan
dengan UKPBI. Hal ini dilakukan

untuk menyenrbunyikan modus
korupsi antara lain:. Pemecahan paket untuk

menghindari tender karena
pelaksana kegiatan PBJ sudah
ol(entuxan

' Kegjatan PBI tidak transparan

karena tidak disampaikan
melaluiSPSE

Pada akhirnya kegiatan PBI
menimbulkan TPK antara lain
penyuapan/ gratifikasi dan
kerugian keuangan negara.

NO
I'tTtK ttAwAN KORUTST/

PERJUASALATIAN



INDIXATOR

-t5-

4

SUB

INDIXATOR

Pencegahan
Konrpsi Proyek
Strateqis Daelah

DOKUMEN IT'LENGKAPAN

Revlu HPS pada Proyek s! rategis
Reviu dilakukan olch AFll I 'r oyck st rategis yang
diutamakan untlrk (lilakr rf.r r r trviu adalah Proyek
Strategis yang |n,.116in-i, r B Visi Misi Kepala

Daerah dan Kor,)-tru ir r ditet.rt)kan setiaD
tahunnya oleh Keprla I):( r'irh.

1. Daftar 10 Proy{rk str .r , grs melalui St: Kada;
2. HPS dari 10 Pro','ek ,it, .,t('gis;
.J. Kertas Keria Kalr I l g untuk 1U proyek

strategis (HPS rliltngi,aIi dergau sumber
data pendukung kair uLrrg dan analisanya.

4. Hasil Kaji Ulang yang (i,ltd Ketua Pokja untuk
diserahkan kepada t'l'K untuk 10 Proyek
Strategis

Catatan: Pokia bersama Al'lP melakukan reviu
HPS dan iika tidak menliliki kemamplan teknis
maka untuk kaii ulang dapat dibantu oleh Tenaga
Ahli yang telah dilengk.rl,i dengan perjaniian
kerahasiaan.

Lelang Dini pada PBI Straiegis
1. Daftar kegiatan LelanB l)iri yang merupakan

proyek strateEis Pejn(1.r.

2. Daftar pelaksanaan i elarg Dini, pagu, HPS,

an daftar penre:rang

Lelang Dini dilakukan sr:heIrnr APBD 2024
berjalan, sehingga dilaksan.tkan di tahun 2023.

Reviu HPS juga sudah dilakukan d i tahun 2023.

PENILAIAN

Reviu HPS 10 Kegiatan pada Proyek
Strategls (70)
Penilaian dilakukarr atas:

- Kedalaman revru
- Efektivita'- Rc!'ir.r HPS, rlrnr r)cncesahan

korupsi
- Tindakla|iut ir-as ltvit 1':urg dilakukarr

Masing-nrasing lapontn i;rup n)emenuhj
u nsur perilaian d iberikan r l.ri 7.

Tim Penilai akan nrelakuka,r perdalaman atas
Reviu HPS yang dilakukar, ljka reviu tidak
memadai (tidak nremenulri ketjga point di
atas) maka diberikan nilai pengurang.

[Jika reviu HPS nleniadi baHian probity audit
maka evidence diperbolehkan sama).

Lelang DIni pada PBI strategis (3o)
5 Lelang Dini pada kegiatrn PBJ strategjs,
rnasing-nlasinB nilainya S.

Diberikan njlai iika l.el rng Dili sudah
dilakukan Reviu HPS.

Lelang Dini dilakul<an di l.ihur 2023, reviu

HPS iuga sudah dilakukan dr tahurr 2023.

Proyek Strategis Pemerintah
Daerah rawan dengan kepentiDgarl
tertentu sehingga perlu
diantisipasi dengan reviu urtuk
mencegah terjadinya:
. Proyekdadakan yang tidak ada

perencanaan sebelumnya
' rroyeK UoaK Sesuat oen8.[

Kcrruruudrr rxd5)dr dxdL
, Mark up harga
. Pemenang sudah ditentukan
. Proses tender yang mendekati

aktrir tahun sehingga potensj
gagal tender tinggi

, Penyuapan/ gratifikasi dan/
atau kerugian keuangan
negara

Kegiatan pengadaan terutama di
sektor konstruksi seringkali
terlambat karena perencanaan
yar,g terlambat. Pada akhirnya
spesifikasi tidak sesuai dengar
yang diharapkan. Hal ini

berpotensi kerugian keuangan

negara. Pada beberapa kasus, hal
ini meniadi modus korupsi yang
mengakibatkan praktik
penyuapan,

NO
TITIK RAWAN KORUPSI/

PDRMAS6JAHAN



INDIXATOR
SUB

INDIKATOR

Tindak laniut atas hasil reviu perlu
segcra ditindaklaniuti sebagai
upaya perbaikan dan
meningkatkan profesionalisn:e
dalam melaksanakan PBI guna
mencegalr teriadinya potensj-
potensi penyimpangan

Masih adanya persekongkolan
penetapan pemenang dalam
pelaksanaan kegiatan PBj
PB, tidak nremberikan
manfaat/ barang tidak dapat
digunakan

6.

-16-

DOKUMEN KELENCKAPAN

1. Daftar iumlah dan lsr Rekon)endasi hasil
Reviu tahun 2t122.

2. Daftar reviu yaD!,i teiah ditindiklanjuli.
3. Dokumen Bukli Til](]rk LaIjut reviu tata

kelola PBI telab clila ks a ,t a ka r t.

4. Penghitungan'70 'Iintiak laniut Hasil Reviu
yang ditindaki,llliutr ,rras reviu Tata Kelola
PBI

Reviu Tata Kelola l'Bl dil.rkukan seti3p 2 tahun
sekali (Tahun 2022 atau 2023).

Survey ini dilakukrrn olelr U(PBj (bekerjasama
dengan OPD terkait lainrvd)untuk mendapatkan
respon atas kegiatan Pall Drencakup pada point:

- Kepuasan oemberian l:rvanan PBI
- TransDaransidan akuntabilitas keeiatan PBI
- Integritas SDN4 yang melaksanakan PBI

(UKPB,, Panitia PBJ dxrr OPD)
- Kellanfaatar l)ararg/ insa
- Kualitas bamng/ jas;r

o/o Tindak lanlut Hasil Reviu yang
d itindaklanjuti atas l1vlLr T;,ra Keloia P8l.

lika Reviu Tata Kel,rl.r t'ts1 !ang disampaikan
bukan per tahun 2022 ,rtau 2023 nraka tidak
dilakukan penilaian.

L. Nilai lndeks Kepuirsan Masyarakat atas
Layanan Pengadaan Barang dan lasa
dibandingkan dengarr total nilai
keseluruhan [tahun ZO23) {7O)
Perhatikan penentuan populasi

fmencakup pelaksanaal PBI oleh UKPBJ

dan Perangkat Daerah)
Responden terdiri dari vendor dan
pererima manlaat ( m asyzrrakat ).

Penilaian propo[sional jika belum
memen uhi keterrtuan di atas.

2. Tindak Lanjut Penrda dala'n melakukan
Perbaikan atas Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa di Tahun 2022 (3OJ

Jika belum ada Survei Kepuasan
Masyarakat Layanan Pengadaan Barang
dan lasa di Tahun 2022 mencakup point a

- e rnaka tidak diberikan nilai.

PENIUTIAN

Tindak Lan,ut
Reviu Tata Kelola
P rJl

Sulvey Kepuasan
lvlasyarakat

Survey dilaksanakdn di tahulr 2023
kcgratan pengada,rn lr;rr.rrrg rlarr iasa
dilakanakan pada Lilhu :l(i22.

untuk
yanE

Dokumen Kelengkapan:

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas
Layanan Pengadaan Barang dan ,asa

2. lndeks Xepuasan Masyarakat atas Layanan
Pengadaan Barang dao lasa
Survey dilakukan oleh UKPtsJ (bekerjasama
dengan OPD terkait l.rinrya) yang bertuluan
untuk:

NO
TITIK RAWAN KONUPSI/

PERI\{ASALAHAN

5.
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a. Meminimall(;rn l)otensi penyuapan/
Cratifikasi .rl;rJ Iayar]ilr pe:rgadaan
barang dat j r:, r

b. MemaslikarL lir,r,.rridalin atas barang
dan jasa

Survey dilakul<r,: r,rrBan lesponden: (1).
Vendor; (21. P,'nerim;rn manfaat/
masyarakat yiilr{,:r'.llerili]ir [ranfaat atas
kegiatan PBJ yerrg d l.rkrrkatr.

Point-point Srr: vev dan resprJndennya
adalah:

c, Layanan - vcDd0l
d, Transparansi-vendor
e. lntegritas tJKPtJl/ l'anitia PBI dari OPD -

vendor
f. Kemanfaatan balang/ jasa - penerima

manfaat/ nlasyirrJkat
g. Kualitas har.irg/ iasa penerima

manfaat/ nrasy:rrnkat

Survey dilakukarr ,r,|lir)ral i rahun sekali
pada akhir tahu rr b('ri.rlaD.

3. Dokumen yang nl rrjelaskar Lrpaya Penrda
dalam melakukal pertaikarr sebagai respon
TL Survei Keprr.rr.rI I\l,rsy.rrilliirt.

NO
TrTu( RAWAN r(ORUPST/

PERMASALAHAN
INDIKATOR

SUB
INDTKATOR

DOKUMEN K'JI,ENGXAPAN PENILAIAN



B,

INDIXATOR
SUB

INDIKATOR

7 Pada beberapa kasus korupsi
ternyata penyedia merupakan
perusahaan yang tidak mampu
melaksanakan pekerjaan,
bahkan sudah perrtah diblack
list.
PPK seringkali tidak pernah
melakukan penilaian atas
penyedia yang melaksanakan
pekerfaan. Hal ini yang
kemudian mengalcbatkan
tidak diketahui penyedia mana
yang bermasalah atau yang
berkinerla baik sehingga
memudahkan Tim Pemiliilan
Penyedia dalam memilih
vendor.

Vendor'
M arraiemen
5^ystenl

Pada beberapa daerah masih
terdapat beberapa pernrasalahan
terkait SDM UKPBI antara lain:
. Pokja UKPBJ masih merangkap

dengan 0PD lain.
, Iumlah SDM UKPBJ masih

kurang karena be)unr sesuai
dengan ABK

' LPSE masih ditempatkan dj
Dinas Komirrfo sehingga
bandwith kurang karena
berbagidengan OPD lain

' Belum ada personil khusus

Fng menangani fungsi lain di
luar fungsi pengelola PBI di
UKPB'

Penguatan
Profesionalisr1le
UKPBI

P[rrguatan SDM
t,KPllt

DOKUMTiN K}:I,ENGXAP,4N

1. Database Penyedia li;r nBkapi riengan nama
penyedia, alarrat. ,r.ln)a direk:,-i, nama
pengadaan yang rlilaksalakan, periode
waktu pelakserna,r , liasjl Prnilaj;rn PPK
(Sesuai PeTLKPP 4/ lr): 1 rrrtang Pernbinaan
Pelaku Usaha l" ryrdiir Barirng/lasa
Penrerjntah), catal3,r lrlsil tenlLlan llPK atas
penyedia. nanr.r p,r'.i, pclaksaru l)ermasing
masing pengadaan (,lrl)trat dalarn label)

2. Contoh Lexlbar Peritilran Krnel'ja l'enyedia
sebanyak 1oyo ,i.ll i tolal perrgadaar
tender/seleksi yang telah dilakukan dalam 1

tahun

UKPBJ memiliki4 fungsi, vaitrr:

- Pengelola PBJ;
- Pengelola LPSti:
- Pembjnaan SDM dar l(rlerrl]agaan;
- Pendampingan dan kr)rrsollasi/birnkrk PBI
- Fungsi lainnya yang tlitugaskan olch Kepala

daerah

Dokumen yang harus disaurpJikair:

1. Dokumen SK Kada lrelgangkatan Personil di
UKPBJ;

2. Struktur Organisasi UKPBj
3. Data iumlah Fungsional Pengadaan yang ada

di Pemda disertai SK (baik SK Fungsional
Pengadaan yang adx di UKPBI maupun OPD
lainya) atau mengacu pada data yang ada di
https://ppsdm.lkpp.Bo.ld/iumlah-dan-
persebaran-iabtung-ppbi/pemda

PENIIIIIAN

Database Penyedia (50)

Jika database penyedi.r Ierrqkalr s.'suai data
pengadaan yang telah ser.rh tcrirua 1000/o

nraka diberikan nilai .,0, l,r Irtlttnt 1000/o

maka dihitung llrop0r.-i,)r11

Penilaian Kineria Penyediil (50)

Jika penilaian Kinerja per vedi,r selurulrnya
dilakukan atas seluruh plnyedii pemenang
pengadaan yang telah ser:rL rt'rinr;: pekerjaan
1000,6 maka diberikan nilar 50. jikn ada yang
belum diberikan penilaiarr rnaka diberikan
nilai secara proporsional. Penilaian dilakukan
per triwulan pada tahun berialan dan
diakumulasi per triwuian selaDjutrya.

Pokia UXPB| permanen sesuai ABX [50)
Jika kurang dari AIJK dihitung secara
proporsional dengan rurrrus . Iunrlah
fungsional pengedaan pel lrlnen di
UKPBJ/jumlah kebutLrharr s'rsLrai AIIK) x 50.

Pelaksanaan Sel[r'uh Ijungsi (2 5 )

Masing masing fungsi nrerr ilil( j r rlai l;

Pemenuhan ABK (2 5)

lika personil UKPtsJ kurarg dari ABK maka
dihitung secara porposional clengan rumus =

[uinlah personildi UKPBI/lurnlah sesuai ABK
untuk UKPBI) x 25.

NO
TrTrK nAWAN XORUPST/

PERMASAIA}IAN



INDIXATOR DOKUMEN KELENGXAPAN I 
'ENTLAIANI

Integritas SDM UKPBJ rendah salah
satunya disebabkan olrlr
rendahnya penghasilan ASN SDl"l
UKPBJ. Oleh karena itu perlu
didorong dengan pembel ian 'l'PP

Khusus kepada SDM UKPtlJ.

4. Data ABK masing-nrariing Fungsi UKP8, dan
data Riil yaDts rria,li r rt.sir rg-nrasjn8 Fungsi
UKPBI;

5. Daftar Pencrllpatarr l'ers-orrel di masing
masing fungsj UKPUJ lrerdasarkan Surat
Keputusan Kepala t JKt'lll.

1. Kertas Kerja Das.rr Perhitungan TPP
Pengadaan yang rr,elrprrhitungkalr firktor
resiko pengadran; (dikilil(arr rlengal Beban
Keria yang ada di UKI'ttl)

2. SK Kepala Dat'r-ah Lerrtang l'.,retapan 'l'PP
UKPBi (khusus) belikut bosarannya

3. Daftar Penerinra'IPl' LlKt'Bl;
4. Bukti Pemhaya|an r'|P kepad: pegawai

UKPB' (SP2 D,)

9 'l PP Khusus PBJ Konsep TPP kepada l'elaksana Fungsi
pada UKPBI (30)
'f PP diimplen1enlasikar (701

NC
TtTtK nAWAN t(ORUPST/

PERMASALAHAN
SUB

INDIKATOR
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AREA 3: PERIZINAN

'lransparansi
'lita Ruang
Daerah

ltmpat Layanan

Sistem Perizinan
Online

DOKUMEN K;,I,ENGKAPAN

Untuk Pemerintah I)roli r\i
Perda R'[RW (terrrrsrrli i d,rlanrni'a RZPW3K)

Untuk Pernerintah l{aor r,rt,rtr/ Kota
l. Pcrkada RDTR r)t r ' (.rbunaten dan Kota2 Data Lokasiyar'1 1rr I r di'dtapk.in RDTR

1. Data iumlah perizin.ur yang dilayani Pemda.
2. Data lumlah perizinan yang diproses secara

online selama'! tahun berialan

Perizinan yang dimaksod adalah persyaratan
dasar, perizinan heru.^uha, maupun perizlnan
non belusaha,
Perizinan online dilenBk;rl)i dengan e-signature
dan trucking syste,n.

Foto kantor pelayanaf perizinan yang terdiri
dari:
1. Front Office, ter dir i t|r i:

o Tempat layanarr inlb rrnasi
o Ruang pengaduan
o Kotak pemgaduang
o Ruang konsultasi

2. Bock Office berupa ruangan untuk Tim
Teknis

3. CCTV, terdiri dari:
o Kamera CCTV

a Control Room Panel CCTV

PENIUIIAN

Provinsi
' lika Perda RTIIW dan RZwP:l K sudah

terintesrasi maka rilainva 1 0001'

' Iika PPrda RTRW dan RZWP?K hPlum
terintegrasi maka D ilainl'a Oo/o

Kabupaten/ Kota
Nilai diberikan berdasarkan o/o Rl)'l'R yang
tersedia Perkadanya dibar)dingkan dengan
total RDTR yang seharusnya disusuD oleh
Pemda

o/o perizinan yang diproses sccara online
dibandingkan dengan iumlah perizinan
seluruhnya yang diproses Pemda.

NO
TITIX RAWAN KORUPSI/

PERMASALAHAN
INDIKATOR

sl,B
INDIKA'I OR

Transparansi
dan
Akuntabilitas

I

2

Masih banyak dae:ah yang
belum menetapkan aturan
tentane tata ruans dan
Deraturan zonasi. sehinssa
perizinal tidak sesuai dengan
peruntuKan penataan ruan8.

Konsep tata ruang yang tidak
terbrrka membuka peluang
suap, pemeraran dan gratifikasi
dalam pemenuhan persyaratan
dasar perizinan.

Perizinan dilakukan secara
trarsparan (penggunaan perizinan
online tidak optimal) sehingga
membuka peluang suap,
pemerasan, gratifikasi

Tempat Layanan Perizinan tidak
memadaj dan iustru menimbulkan
potensj teriadinya penyuapan dan/
atau gratifi kasi karcna tersembunyi
dan tidak ada pengawasan

danSarana
Plasarana

3 1. Front OfJice, terdiri dart:
o Tempat layanarr in,brmasi (10)
o Ruang pengadtran {10)
o Kotak Pengaduan (10)
o Ruang konsultasi (30J

2. Back Oflice, berupa ruangan untuk Tim
Teknis (20)

3. CCTV, terdiri dari:
o Kamera CCTV (10)
o Control Roon'Panel CCTV ( l0)

Nilai total seluruhrya 100



NO
SUB

INDIKATOR

5
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TITIK RAWAN XORUPSI/
PERMASALAHAN

Layanan peHzinan belum memadai,
airtara lain disebabkan karena
tempat layanan yang kurang
representatif, informasi perizinan
kurang transparan, dan proses
perizinan masih dinilai berbelit-
belit. Masyarakat dapat
memberikan masukan, namun
seringkali Pemda tidak
melaksanakan Survei Kepuasan

INDIKA'I'OR DO KU ME N K}- I, T, NGKAPAN

Foto/ softcop.| rr.,lr: publikasi o/?ne,
misalnya r bros tr r, le rllcl, panrflet, dsl
Fotof screenshoot lvledja Publikasi orline
misalnya:aplikJsi .r .r r wr'hsite perizinan
Link website M\:dta l\ lrLikasi.rrliDe
DPMPTSP rnerr),r,r,rt daltar- yang
menginformasiklrn lrahwa Pemda sudah
menyediakan:
- Media Publikasr oflliile dar online untuk

perizinan daD nor perizinan yang
disediakan oleh Pemda: persyaratan
dasar, peniinan l,erusaha dan perijinan
non berusaha di daerab.

- Informasi yang menggambarkan adanya
substansi puhlikasi pada masing-masing
layanan perizrnun yang disediakan
PemJa; persy;rr.rrar dasar, periiinan
berusaha dan per iiirran non berusaha di
daerah.

1. Hasil Survei Kc,prras;rn Masyakarat atas
Layanan Perizinan Tahun 2023
Survei Kepuasan Masyarakat Layanan
Perizinan (ternrasuk pemberian
rekomendasi teknis) mencakup:
a. Layanan
b. Transparansi
c. Integritas
lndeks KepuasaD Masyarakat UKM.)
Perizinan Tahun 202:3

PINILAIAN

Penilaian iuSa dLlakukaD ;rtils kelayakan
tenlpat layanan. ]ik,i lidak r |prestrrtatif maka
diberikan nilaj pengurar)9.

Media Publikasi (50)
1. Media publikast olJline 25)
2. Media online (25)

Media publikasi yang (lisia rkan adalah pada

layanan perizinan yang disediakan oleh
Pemda, dari persyaratan dasar', perijrnan
berusaha dan perijinan rron berusaha di
daerah,
Jika hanya sebagian, rnakir diberikan nilai
proporsional,
Substansl Publikast (5o)
Media publikasi pada masing-masing
perizinan, minimal sudah m encantumkan:

a, Persyaratan
b. langka waktu Penlrosesan/ Service

LevelAgreement
c. Biaya
d. Alur Pemrosesan P( rizinaD
e. Informasi tracking

)ika hanya sebagi:rn, nraka dibcrikan nilai
proporsional

lndeks Kepuasan Masyarakat Perlzinan
(30)
Nilai diberikan berdasarkan:
Hasil Nilai IKM x 100%
Total Skor IKM

1 Kenrudahan
Perizinan

Media Publikasi

Pelayanan
Masyarakat

2

4

Nilai 30 diberikan iika survei KeDuasan

Masvakarat PeriziDan sudair nrencakun:

a Lavanan (101
b. Transparansi ( l0)M

lnformasi mengenai perizinan
dan non perizjnan tidak
terbuka dan kurang transparan
sehingga membuka peluang
suap, pemerasan dan gratifikasi
Masih terdapat penrohon yang
mendatangi OPD Teknis untuk
memohon proses perizinan
Tidak tersedia
penilaian/evaluasi atas Iay2112n
perizinan yang diberikan

secara berkala.



NO
TITIK RAWAN KORUPSI/

PERMASAIAHAN
INDIKAI'OR

slrB
INDIKATOR

Banyaknya perjzinan yan1
tidak dapat diproses karena
persyaratan belum terpenuhi.
Hal ini mengakibatkan
terjadinya penyuapan dan/
atau gratifikasi.
Tingginya gap pemahaman
antara pemohon dengan
pemberi layanan, sementara
tidak ada tim telois yang dapat
menielaskan kepada pemohon
di DPMPTSP.

Proses perizinan dilakukan
langsung melalui Dinas Teknis.
Konsultasi dan pemenuhan

6

DOKUMEN KEI,INCKAPAN

3. Laporan Evalrrasi atirs Survei Kepuasan

Masvarakat I)r'r'rzin:u laltrrt 202 24. Renaana nksr Perb:ril(irn l,a"Jnan Perizinan
sebagai respi))r ;rt,rs Survei Kepuasa;'r
Masyarakat'l al)u" 2021

PINILAIAN

1- lntegritas (l(l)

Laporan Evaluasi Survei Kepuasan
Masyarakat (30)
Laporan berisi h.isil e,valuHsi atas Survei
Kepuasan Masyarakat yang Dcncantumkan
keluhan masyalakat sehingga pr:r'iu dilakukan
perbaikan oleh P,:nrda (termasuk keluhan
terkait pemberian r ckornenclasi teknis).

Rencana Aksi Perbaikan layanan
Perizinan {4O)
Rencana aksi yarrg rrrenjelaskan langkah
tindak lanjut Pcmdir dalanr nrelakukan
perbaikan dan peningkatan kualitas layanan
perizinan.

Penilaian dilakukan melaltri professionol
judgement Apabila roncana ak5i dinilai tidak
substantif maka diberikan nilai penguranB.

Pfl)ses Perizillan Proses Perizinan
Konsultasi dan rekomend.rsi teknis d,fasilitasi
DPMPTSP.

Proses Perizinan (25)
lika konsultasi darr

difasilitasi DPM r'ISP
diberikan nilai 25.

rekomeudasi
scl'rruhnya

teknis
maka

TL Xendala Pedzinan
1. Kertas keria monitorirB l)erjzinan yan8

menggambarkan SLA.
2. Total PengaduaD Masynrakat atas kendala

proses perizinan
3. Tindak Lanjut Pemda untuk menyelesaikan

kendala proses perizinan.

Per,zinan yang dimaksud sejak dari pemrosesan
persyaratan dasar, Perizinan herusaha, perizinan
non berusaha.

TL Kendala Perizinan (75J
0/o permohonan yarrg terkerrdala,Jan teratasi
dibandingkan total pernrohonan terkendala
yang diterima.
Penghitungani
Permohonan yang terkendala dan teratasi
diba8i total permohonan terkendala yang
diterima dikalikan 750l0.

Penilaian dilakukan selama 1 tahur berialan



NO
TITIK RAWAN XORUPSI/

PERMASALAHAN
INDIKATOR

sUB
INDIKATOR

persyaratan menimbulkan
potensi penyuapan/ gratifikasi

7 Penga\n/asan
Perizinan dan
Non Perizinan

Penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan kurang
akuntabel

Saran dan/ atau rekomendasi APll'
tidak ditindaklaniuti sehingga celah
korupsi masih tinggi

Pengendalian
dan Pengawasan

l'indak Larljut
Reviu APIP

-l l-

I)O KI I M T:N K I,: I, ENGKAPAN

Prjoritaskan penilala , pada
persyaratan dasar l'.rriz il r)r.

PENIIIIIAN

Prioritaskan penilaian prda lxrnlrosesan
PersYaratan dasar Periz-lrarr.

DeDtrosesan

Dokumen disampark.rrr .t i..Dia I rirhun berjalan
rl,r at disanr aikan l'tl I rr\\ u lan
1. Dokumen Perencarra,rrr PenBalvasan yang

disusun DPM P'I sP
2, Laporan Hasil l1,r':llrr'asan yang disusun

DPMPTSP

Laporan 'Iindak Lal]jur .rlas Hasil Reviu APIP
Kineria tata kelolan Perizinar daD Non Perizinar
yang disusun DPMUTSP

1 Jika sudah lers,rdia dokumen
perencanaan pengawasan tahun 2023
maka berikan nilai 50

2. Jika sudah tersedia laporan hasil
pengawasan tahun 2023 maka berikan
nilai50

0/o Rekornendasi yang ditindaklariuti
d ibandingkan dengan total lekomerrdasi.

lika tidak ada reviu APll'dalanr 2 tahu;r
terak,hir (20 22 -2023), rn alix tidak diberikan
nilai (0)

B,



l-l
AREA 4: PENGAWASAN APIP

TITIK RAWAN KORUPSI/
PERMASALAHAN

SUB

INDIKATOR

I Secara umum, setiap inspektorat
mengalami permasalahal
kurangnya junlah SDM dan bahkan
terbatasnya SDM pengawas yang
kompcten.

Bahkan dengan telalr
dikeluarkalnya regulasi yanE

menjaga pemenuhan anggarar
APIP, sebagian besar Pemda belum
melaksanakan regulasi tersebut.

Secara umum, masih cukup banyak
Pemda yangmasih berada dilevel 1

dar 2 untuk k:pabilitas APIP, dari
skala 1 - 5

Kecukrrpan
Kuanlitas dan
KompetensiSDM

DOKUMEN K}]LENGKAPAN

1. Surat Rekomendirs-i tl;rri lnstansi Pembina
tentang lrornlasi Jl'A, l.,rr I'PUPD.

2. Daftar SDM APIPr ,F'r l'PlJPD, darr staf (CPNS

atau non adntin).
3. ladwal/kalender l,e li,k s, rnaan diklat/kegiatan

Pemenuhan Kornpet,,fsr terkait pengawasan

IWorkshop, Seminar f^.'('hinar dan Birntek).
4. Rekapitulasi kr ,r.riiLan minimum

keikutsertaan diklal/ kegiatan Pemenuhan
Kompetersi olelr setiap SDM pengawas (lFA,
PPUPD, atau CPNS/ sta0.

5. Laporan pementihan diklat/kegiatan
Pemenuhan KompeleDsi oleh seliap SIJM
pengawas.

Catatan:

Sta f adalah pega'vai d i Inspel.to rat yang dilibatkan
dalam pelaksanaan au(lit walaupun belum
fungsional. Lampirk;rn SLrrirt Tugas terkait dengan
peDugasan Stat.

PENILAIAN

1. Kuantitas SDM pengawas (60)

Bobot:

a. FungsionaL S09o

b. Non Fungsional: 20olo

Perhitunganl
rrekDnrcndr (rutrEsr

non funSsional ' :10 % )
r 30%)l

') Catatan: jikalau iunllah fungsional > 1000/0

dari rekomendasi maka oiornatis dinilai
1000/6

Untuk lnspelftoratyang tungsronal lebrh kecrl
dari rekomendasi, perhitungannya:

- Misalkan Surat Rekomendasi, kebutuhan
APIP = 50 orang

- Aktual:
olungsionalwas: 20
o Non-fungsional was: 2( |

- Perhitungani
Fungsional Pengawas =
2O /5O x 8oo/o = 2Bo/o

Non-fungsion al penga was
20 /50 x 20o/o = 72o/o

(lika fungsional sudah rnencapai 50 atau
bahkan >50 maka dinilai 100o/o atau nilai
maksi mal adalah 1 00o,/o I

2. Kualitas SDM (40)
Persentase pemenuhan d iklat nrinimum

NO INDIKA'I-OR

Kapasitas APIP

120 iam oleh setia perl '4',4s



NO
TITIX RAWAN KORUPSI/

PERMASALA}I,AN
INDIKA'I'OR

SUB
INDIKATOR

2 Daiarn rangka Deningkatan
kapasitas APIP, dipellukan
beberapa langkah yang perlu
dilakukan oleh Pemda. Upaya ini
perlu diikuti dengan penyediaan
ariggaran.

Pada beberapa Pemda, anggaran
,,,,5Eia uudA dud

peningkatan kapasitas APIP secara
signifikan.

Xecukuparr
Anggarirn

DOKUMEN KI]LUNCKAPAN

Kesesuaian dengan Resulasi

Dokumen/ Laporirn yNnB rrrengganrbarkan
ketersediaan anggaran API P, nretDuatr
1. KeDatuhan tcrhadaD PernrerdaEri 84 Tahun

2022.

2. lika tidak sesuai dengar Permendagri
sertakan dokumen kebe ratan yang dibuat dan

persetuiuannya dari Kenrendagri.
3. Kepatuhan tlrhadap Sti Kemendagri No

70O.1.7/8737 /Sl tanggal 09 Desember 2022,
khususnya poin I

Berdasarkan ketentuar dilarr l'cnnendagri 84
Tabun 2022, Penrer intab i)acr xh nrengalokasikan
anpAaran yang ditet;rpkrrn llerdirsarkan besaran
dari total belan,a daerah dengln klasifikasi yang
telih ditentukan.

Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi:
a. Sampai den8an Rp4 'friliun paling sedikit

sebesar 0,9070 dari total belanja daerah;
b, Di atas Rp4 'lriliun sampai dengan Rp10

Triliun paling sedikit sebesar 0,600/o dari total
belania daerah dan di atas Rp36 Miliar; dan

c. Dj atas Rp10 Iriliun paling sedikit sebesar
0,30olo dari totirl belania daerah dan di atas
Rp50 Miliar.

PENILAIAN

Pastikan untuk diiakukatr pergecekan atas-.

pemenuhan 120 i.rnr dan irntu)i iabatan apa
saja (fungsionalatau non tungsional).

Cahlatrr Sekda agar tne mastikan klpada
BPSDM terkait pemerruhan anggalan Diklat
APIP

Kesesuaian dcnsaB Regulasi (301

Prosentase hasil perhitungan Jumlah
anggamn APIP dibandilgk.rn dengan lumlah
Anssaran APIP sesuai [,ern]endauriB4 Tahun
2022 dikalikan 30or).

EfektivltasAnSgaran I3Oi
1. Jika terdapat an8garan untuk pelatihan

maka mendapatkan njlai 1501,

2. Jjka terdapat rnggararr unLuk sarana &
prasarana nraka rn.,ndal)atkJn nilai 15yo

lika keduanya terpenulli nr.rka rncndapatkan
nilai 3 0olo

TPP APIP T4OJ

1. SK Kepala Daelah yang tlreret.rpkan TPP
sesuai SE Kenreldagri No
700.1,.1/8737 /Sl. Jika terdapitt regulasi
'fPP APIP diberikan nila i 20

2. Jika terdapat implementasi TPP APIP
diberikan nilai 20

lika keduanya terpenuhi maka mendapatkan
nilai 40
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SUB
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4 Penguatan
Kelembaeaan

Pen qis ian
labatall
lnsnektur
lrbansus

dati

3 Level Kapabilitas APIP masih
rendah. Belum ada Komitmen kuat
dari Kepala Daerah dalanr
meningkatkan Kapabilitas APIP
untuk memperkuat APIP

lsu independensi dan obyektifitas
APIP sangat mengemuka terutama
mengingat kedudukan Inspektorat
sebagai salah satu perangkat
daerah sebagaimana diatur dalam
uu 23 /201,4.
Tingkat komitmen Kepala Daerah
terhadap pemberantasan korupsi
berpengaruh terhadap obyektifltas
dan Integritas lnspekorat.
PP 72/2019 diPasal 118,11C,33A,
dan 338 diharapkan dapat
memperkuat independensi dan
obyektifitas APIP

TPP APIP

1. RegulasiTPP AI'lP
2. lm ementasi TI)P Al'll'

Levei Kapabilitas
APIP

Hasil Penilaian Mandiri Kat)abilitas APIP Terakhir jjka Kapabilitas APIP (llasil I'crjl.ri.tn B PKP)

Level T - 20o/o

Level2 - 50oA
Level 3 - 800/o

Level 4 - Lolo/o
Level 5 - 100o/o

-26-

DOKUMIN KT I-I]NGKAPAN

Anggaran l'emelirtah Daerah
Kabupaten/Kota:
a. Sampai dengarr Rpr lriliutr paling sedikit

sebesar 1,00o2 (iari [{,1 ii bl.lanja daerah;
b. Diatas Rp1 Triliun sanrfar dengan Rp2 Triliun

palin8 seoikit 
'^ebesai 

rr,/51,/odari total belana
daerah daD diatas-. Rp I, I \4iliar; dan

c. Di atas Rp2 Triliut' ).tliiig sedikit sebesar
0,50o/o dari totrl be ilii3 (laerah dan diatas
Rp15 Miliar.

Pengislan rabatan lnspektur dan lrbansus
1. Dokumentasi hasil k,)rslrltasi tertrrlis oleh

Kepala Daerah derrgan Gubenrur atau
Mendagri terkait derg.rl pemberhentian atau
mutasi Inspektur dan lrbnn

2. SK Kepala Daerah tt,ntang penetapan panitia
seleksi pengisian jabatan lnspektur dan/atau
lrban

3. Laporan atau hasil kerja panitia seleksi
pengisian jabatan inspektur dan/atau lrban

4. SK lnspektur dan Irbal
5. Sertifikat CCCAE

PENII-AIAN

TPP APIP di atas OPD lain nanrrrr di bawah
Sekda (secara berieniang) - berdasarkan
Permendagri 84 Tahun 202 r

Pengisian ,abatan lnspektur dan lrbansus
(so)
1. Surat oleh Kepala Daerah kepada

Cubernur/Mendagri rerkait dengan
konsultansi pemberhentian lnspektur
atau lrban (10)

2. SK Kepala Daerah tentang pembentukan
Pansel (10)

3. Laporan Panselkepada Kepala Daerah (5)
4- Surat Kepala Daerah kepada Gubernur/

Mendagri terkait hasil pengjsian iabatan
Inspektur dan/atau lrban (5J

5. Surat Cubernur,/ Mendagri menindak-
laniuti surat Kada (5)
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NO
TITIK RAWAN KORUPSI/

PENMASA!,AHAN

PP 7212019 di Pasal 118, 11C,33A,
dan 338 diharapkan dapat
memperkuat independensi dan
obyektifitas APIP.

Namun dalam implementasinya
belum berialan dengan optimal.

INDIKAl'OR
SUB

INDIKATOR DOXUMIJN X} LENGXAPAN

Catatan:
lrbansus adalah rnerjirdi ,rl);llr yang
melaksanakan tugas invert igas i scbagaiman a

Perkada Ortaka

lrban yang Melaksanakan PUT'f
1. Perkada terkait r)rB.rrisasi tata kerja (OTKI

yarg didalamnva bi risi len8aturan tentang
tugas/fungsi iI.speltrrr penrbarrtu (khusus)
yang melaksanakan l'lll'1 .

2. Laporan pengisj;rn iab:rtan Irll.rn khustrs
3. Laporan lnspektril Provinsi tentang

kecukupan SDM dan anggaran lrban khusus di
Kab/Kota dan Laporan Irirn Kemendagri
tentang kecukupan Sl)M dan anggarar, lrban
khusus di Provinsi:
- lnspektur Provinsi/lnspektur lGbupaten

atau Kota menyurati lrjen/lnspektur
Provinsi Lrntuk nrelakukan reviu terutama
untuk meDilai ker:ukupan SDM dan
anggaran lrhan (khusus] untLik
rnelaksana-kirn I ugasllya

- Irjen/lnspektur- I)rovinsi melaksanakan
reviu dan rnenlarrrpaikarr hasil reviunya

PENILAIAN

6. SK Kepala Daerah tentanB penetapan

Jabatan lrspektLrr dan/atau Irban
Definitif (5J

7. lnspektur Berser'rilikasr ( 10)
Sertifi kasi lnspekrulr CGCAE

Iika belum defiirjiil namun sudah
bersertifikasi bisir diberikan nilai 10.

lrban yang Melaksanakan PUTT (50)
1. Perkada OTK (10)
2. Laporan lnspektur tentarB pengisian

Iabatan lrban (khusus) (15)
3. Laporan inspektur provinsi/lrjen tentang

kecukupan SDM dan anggaran Irban
(khusus) (251
Porsi:
- sDM (1s)
- Anggaran (10)

Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND
(40)
Penilaianl

1, Rekapitulasi Informasi terkait potensi
penyalahgunaan wewenang dan/atau
PWKKND yang bersunber dari:
pengaduan masyarakat (Dumas), hasil
pengawasan, dan/atau penugasan dari
Kepala Daerah (15)

2. Rekap hasil 'l'elaah Dunras, hasil
pengawasan dan penugasan yang berisi

-?7 -

li

Tidak ada pengisian jabatan
lnspektur dan lrbansus meniadi
salah satu penyebab kelembagaarr
APIP lemah.

Pengawasan
Dugaan
Penyimpangan

ada Gtrbernu t&rp?.ti ,rliir Walikotl
Pasal 118 dan Pasal 33APP 72/2019

1. Rekapitulasi iDfolrrasi terkait potensi
Penyalahgunaan Wewenang dan/ atau
Kerugian Keuangan Negara atau Daerah
(PWKKND)

2. Laporan hasil Pemeriksaan Untuk Tuiuan
Tertentu (PUTT)

Pasal 11C (1) dan Pasal 3.1t| (7) PP 72/2019

I



NO
TITIK RAWAN XORUPSI/

PERMASALAHAN
INDIKAI'OR

SUB
INDIKATOR DOKUMEN KI:LDNGKAPAN

1. Laporan hasil pe,rgawasarr yang pada
substansilrya nlenenrrk.u-r indikasi dan/atau
menyimpulkan adanl,a dugaar PWKKND.

2. Penyampailn laporal kepada Mendagri dan
Gubernur oleh lnspektur Provinsi dan
lnspektur Kab/Ko ta terkait dugaan PWKKND.

3. lmplenrentas' l)elak\.rrida .Lrpervisi yang
melibatkan BPK P Pe, u,,rkiian

4. Perkada tentang Rr.rcrna Pengendalian
Kecurangan [Ftvud Crrri /?/Pi ],r) atat! regulas,
yang djdalanrnya merrgatur tentang
Pengendalian Kecurangan

PENIItrUAN

Kesimpulan utk dilakLrkan atau tidak
dilakukan PUl"l'(10)

3. Rekap Laporan PU'|T yang diselesaikan
berdasarkan kesinrpul.rrr hasil telaah
untuk melaksarakan PUl l (setiap
laporan meugir'r iorrlasikan jumlah
temuan yang berind ikasi t'WKKND) ( 15)

Pelaporan dugaan PwKKNU l(epada
lnspektur Provinsi/ lden l2O)
Penilaian:

Lapomn disampaikan kcpada lnspektur
Provinsi,/lrien terkait indikasi PWKKND
(dihitung proporsionai berdasarkan jumlah
temuan sebagaimana disebutkan dalam poin
l-3 diatas).

lmplementasi Nota Kesepakatan tentang
Pelaksanaan Pengawasan
PenyelenSgaraan Pemerintahan Daerah
antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP
Perwakilan dan Perraniian Keria Sama
antara lrien Kemendagri dengan Deputi
Bidang PPKD BPKP (25)

1. Surat penyaD)pai3r) pt,rmohonan
supervisi kepadu Inspektur
Provinsi/lrien (5)

2. Surat Inspektur per triwulan yang berisi
informasi perkembangan pelaksanaan
supervisioleh BPKP Perwakilan (10)

3. Informasi implementasi t'erjaniian Keria
Sama dan Nota Kesepakatan (10)

-llJ-
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Catatani
, lrrspekur Kabupaten/K,)ta dnll lnspekhrr
Provinsi perlu melakukan koordinasi
regular dengan lDspektur P|ovinsi dan
Itien Kemendagri serta BPKP l'erwakilan
terkait dengan inrplemeDtirsi Nota
Kesepakatan

, KPK pada setiap sernester akarr meminta
informasi kepada lriLir Kemendagri dan
Deputi Bidang PPKD BPKP scrta lnspektui
Provinsi tentang irrplementasi Perian.iian
Kerja Sama dan Nota Kesepakatan

Ketersediaan Perkada tentang FCP atau
regulasi yang didalarnnya rnengatur tentang
Pengendalian Kecurangan ( l5)

1. Tersedianya regulasi:
, Perkada tentani.l perlindungan

kepadapelapor(15)
, SK Kada tentang pedoman,/ tata cara

penanganan pengaduan (1 5)
2. lmplementasi saluran pcngaduan (40)

Penilaian dilakukan berdasarkan profess ionol
judgement. lika dinilai tindak lanjut belum
efektifmaka diberikan lakto r pengrrrang-

Perlunya media untuk menerima
pengaduan masyarakat terkait
korupsi. Atas pengaduan
masyarakat terkait korupsi belum
ditindaklaniuti dengan optimal.

6 Pengendalian
dan
Pengawasan

-29-

DOKUMEN I([LTiNGKAPAN

1. Regulasi:

' Perkada tentang perlindungan kepada
pelapor
SK Kada tentarg pedonran/ tata carc
penanganan pengadrran

2. tsukti sal,u an pengaduan yang telah
diimplementasikan (kaidah WtsS)

3. Laporan administrasi penerimaan Laporan
Pengaduan yang mernuat:

' lenis/natra saluran Pengaduan
. Rekapitulasi Jumlah Pengaduan (refer

dengan Sub-lndikator Pengav/asan
Dugaan Penyimpangan)

4. Laporan Pelaksanaan sosialisasi Pengaduan

PENILAIAN

Penanqanan
Perrgaduan
Masyarakat

3. Laporan sosialisasi yang berisi kuesioner
dan membuktikan bahrva tingkat
pemaharnan rata-rata peserta sosiausasi
atas saluran dumas > B0o/o (30)

, absensi peserta
, kuesioner
, hasil kuesioner'
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INDIKAl'OR DOKUMEN K[LENGXAPAN

Rekapitulasi pelaks-urnan reviu HPS dan
probity audit.
Laporan Hasil Prcbit, .lr/di,
. lnspektorat nrcr 11.r nrpaikaD 5 Laporan

lrasil Probity l\rr(iit yang merupakan
bagian 10 dari ,'royek Strategis dengan
nilai terbesar di I'enlda

. Laporan l-lasil t'robity Audit yang
dintaksud adalah p.rda tahap Perencanaan
s/d Pelaksanaar pekeriaan Iutamakan
pada tahap perer c.rlaan/ pr:-siapan).

Laporan yanB dinraksud adalah laporan
kegiatan yang dilakuxan pada tahun 2023

Dokumen Laporan Hasil l'r.lirksanaanr

1. Reviu RKPD
2. Reviu KUA PPAS

3. Reviu Laporan KeuarrliaD Pemerintah Daerah
(LKPD)

4. Reviu SHS dan ASB
5. Reviu pelayanan puhlik: pendidikan, dan

kesehatanj dana tran$lo'
6. Reviu Bantuan Penr(.nntah Daelah (Bantuan

Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial)
7. Reviu tata kelola:

a PBI
b. Perizinan dan nor perizinan
c. Manajemen ASN
d. BMD, terDlasuk Reviu atas Rencana

Kebutuhan BMD
e. Pajakdaerah

PENILAIAN

Setiap Laporan Probit\ Au,iil yang memadai
menurut prolessiorro/ lrdTement diberikan
nilai 20.
Prolessio ol judgetnprr va rB dirrrakud, jika
reviu tidak nremadai nral,r diberikan nilai
pengurang (tidak rle,rdapatkar) nilai
maksimal, yaitu sebesar 20 ,

Perhatikan
- Ruang lingkup reviu dalam pelcegalran

korupsi;
- Kedalaman reviu;
- Efektivitas hasil leviu Lrntuk mendorong

pencegahan korupsi.

Probity audit diprioriLaskan
perencanaan atau persiapar).

pada

Verifikasi dan ptmbr:rian penilaian
mem pertimbangkan kldal.rman reviu yang
telah d;lakukan da,, eiektivitas dalam
mendorong pencegahan k,rrupsi. Jika reviu
tidak efektif dalam n:encegah korupsi
diberikan pengurang seiuai proftssiono,
judgement (tidak diberikan nilai maksimal].
Penitaian (Nilai Maksinrai):
1. Reviu RKPD (10)
2. Reviu KUA PPAS (10,1

3. Reviu Laporan Keuargan Pemerintah
Daerah ILKPD) (10)

4. Reviu SHS dan ASB (10)
Pastikan Reviu SSH dan ASB luga
telah menindaklanjuti hasil penilaian
SPI dan mendoronB upaya perbaikan

5. Reviu pelayanan publik: pendidikan (5),
kesehatan (5), dana transfer (5)

6. Reviu Bantuan Penlerintah Daerah
(Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan

7 Tingginya kasus korupsi
pengadaan barang dan jasa

Pemerintah Daerah. Pencegahan
korupsi yang cukup efektif
dilakukan oleh APIP adalah dengan
melaksanakarr probity oudit,
terutama terhadap proyek-proyek
dengan nilai terbesar di Penrda

Diperlukan pelaksanaan reviu oleh
APIP untuk mencegah terjadinya
penyimpangan atau
penyalahgunaan kewenangan
dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pengelolaar,
keuangan daerah

i,robit.t Audit

Reviu dalam
rangka
pencegahan
korupsi

B

SUB

INDIKATOR

l.

12.
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DOKUMEN KT.LLNCKAPAN

Laporan yang dintaksud arlllalr laporan l<egiatan
ya|g dilakukan pad.l talir,n 10 23

*) Diperlukan ktrn5i11yg, 1 ,t' rlnltrk penyusunan
pedoman reviu oleh lnsp,'l I r)r'ar D.rerah

PENILAIAN

Sosial) [15), masing-i]rasing diberikan
nilai5.

7. Reviu Tata Kelola (:10)

Untuk nomor 7:

Dilaksanakan nrinrnel 2 tahul sekali. Per
tahun dilakukan reviu tata kelola sebanyak 3
reviu. Nilai n)asing-n)asing reviu 10. Iika
Pemda melakukarr reviu 3 atau lebih,
diberikan nilai maksimal .10.

1. Laporan Reviu Tata Kelola PBJ

Reviu Tata Keiola PBJ oleh lnspektorat
atas sebagaimana sub-indikator dalam
Area PBJ dan penajaman pencegahan
korupsi area PBl, antara Iain:
- Kapasitas SDM dan kelembagaan.
- Inovasi Pemda dalam pencegahan

pemecahan proyek ntelalui reviu
perencanaan PBl, konsolidasi PBf.

- lnovasi Pemda untuk (ransparansi
dan akultabilitas PBI melalui
penayargan SIRUP, input PB, dalam
s iste m, jm plenr enta si c-purch asinB.

- Inovasi Pemda dalam upaya
pencegahal rnrrk Lrp melalui reviu
HPS.

- Reviu atas lDrplementasi e-
Purchasing.

- Audit lT Pengadaan Barang dan Jasa.
- lnovasi Pemda lainnya dalam

pencegaban korupsi PBJ.
- Tindak Laniut Hasil Penilaian SPl.

Nilai maksimal 10 iika ruang lingkup reviu
telah memilih permasalahanan krusial
(bukan hanya sekedar pemenuhan
dokrrmcn MCP saia) dan reviu telah
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INDIKATOR

-ll-

DOK('MTN KILI]NGKAPAN

memberikan rekonrendasi ),ang efektif
dalam mendolong perbaikan kepada
UKPBJ untuk nelakrrkan pencegahan
korupsi.

2. Laporan Reviu Tata Kelola l'erizinan dan
Non Perizinan
Reviu Tata Kelola oleh lnspektorat atas
layanan perizinan darr norr perizinan
sebagaimana suh-lndikator dalam Area
Perizinanl
- Ketersediaan RTRWP dan/ atau

RDTR.
- tlpaya dalam pelaksanaan perizinan

terpadu satu pintu.
- Upaya transparansi dan akuntabilitas

layanan perizinan.
- Upaya memberikan kemudahan

perizinan.
- Pemberian layanan perizinan tanpa

praktik korupsi.
- Inovasi dan inisiasi Pemda dalam

pencegahan korupsi pelayanan
perizinan dan non perizr,ran.

- 'l'indak Laniul Hasil PenilaianSPI.

Nilai maksimal 10 jjka nlang lingkup reviu
telah memilih permasalahanan krusial
(bukan hanya sekedar pemenuhan
dokumen MCP saja) dan reviu telah
memberikan rekomendasi yang efektif
dalam mendorong perbaikan kepada
DPMPTSP dan Dinas Teknis untuk
melakukan pencegahan korupsi dalam
m-.mberikan layanan periz,nan tanpa
korupsi.

PENIL4IAN
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3. Laporan Reviu Manajenrer ASN
Laporan Hasil Reviu lVanai(.!nen ASN

memuat seiumlah sub indikator penting
antara lain:
- lmplementasi s rs tel]r n]erit.
- Tata kelola ASN.
- Peningkatan irlegritas dan Kineria

ASN.
- Eyaluasi ati:ls k.,s-esLra,arr persyaratan

dalam proses promosi, r-otasi, nrutasi,
termasuk pengisian JP'[.

- Upaya pencegahan korupsi dalam jual
belijabatan sert a hal lain yang relevan

terkait pencegahar korupsi di area
marrajemen ASN.

- lnovasi Pemda dali,nr upaya
pencegahan korupsi terkait
manaiemen ASN terutama jual beli
iabatan.

- Tindak Laniut llasil Penilaian SPl.

Nilaimaksimal t0 jika ru ang lingkup reviu
telah memilih pernrasaiahanan krrrsial
(bukan hanya 'ckedar pcrrrenuban
dokumen MCP sajal dan reviu telah
memberikan rekorncnrlasi yang efektif
dalam mendorong 1)erbaikan kepada BKD

dan Perangkat Daerah terkait untuk
melakukan pencegahal korupsi dalam
melaksanakan manajenren ASN tanpa
praktikkorupsi.

4. Laporan Reviu Tata Kelola BMD
Laporan Hasil Rev,u Tata Kelola BMD oleh
inspektorat terhadap OPD terkait
kepatuhan pengelolaan BMD
sebagaimana sub indicaror di MCP, yaitu;
- Rcsrlasi
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PengaDranar n Ad mirr istrasi B M D

Penganranar Fisik dnn Hukum BMD
Efektivitas Pakta Integriras BMD
Penertiban BM l)
Pengendalian dan Pergarvasan
Inovasi Pomdir dalam melakukan
pen;egaharr korupsi pengelolaan
BMD terutama pen)'alahgunaan BMD,
Tindak Lanjur llasil Penjlaian SPl.

Nilaimaksi al 10 jika nrang lingkup reviu
telah memilih permasalahanan krusial
[bukan hanya sekedar pemenuhan
dokumen MCP saia) dan reviu telah
memberikan rekomendasi yang efektif
Calam mendorong perbaikan kepada
BPKAD dan Perangkat Daerah terkait
untuk melakukrn pencegahan korupsi
dalam melaksanakan pe[gelolaan BMD

tanpa praktik Le11tpsi, terutama
mencegah kerugirr keuangan negara
karena penyalahgunaar BMD.

5. Laporan Reviu Tata Keloia Pajak Daerah
Laporan hasrl Reviu l'ata Kelola Paiak
Daerah memuat:
- Kecukupan regulasi
- Penguatan database pajak
- Inovasipeningkatanpaiak
- Capaian atas penagihan tunggakan

paiak dan peningkatan pajak
- Reviu atas cleonsing pajak daerah
- Penegakan hukum atas pelanggaran

paiak daerah
- lnovasi Pemda dalam pencegahan

korupsi sektor penerimaan daerah.
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1. t,aporan Pelak.s,rnaal S{rsidlisasi Antikorupsi
dengan sasaran:
- Legislatif yarrg nelibatkan unsur: Ketu4

Wakil Ketua, AnBgota DPRD
- Eksekut,f yang melibatkan unsuri Kepala

OPD dan laiaran sampai Kepala dan

Peranskat I.'esa- N4asyaYakal (CSt), l'elirku t,saha, Media
Massa, MJsyirrakat lrDrunr)

2. Daftar Hadir Pelaksa,raan Sosialisasi
3. Materi Sosialisasi
4. l,aporan Pelakana;rn Kegi3tan dalarn rangka

Pemberdayaan Penyulul'r Anti Korupsi dalam
melakukan sosr,rlisasi.Urtikonrpsi.

5, Rekap Pelaksanaan sosialisasi Antikorupsi
selama tahun 202:l' waktu pelaksanaan,
lokasi, unsur peserta, iumlah peserta,
pelaksana,

6. Evaluasi Pelaksanaar Sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan olel.r APIP (PP 72/2019
mengatur bahwa lnspektorat bertugas
melaksanakan tLrgas koordinasi pencegahan

Sosialisasi
AntikoruDsi

PENIUIIANINDIKA'I'OR
SUB

INDIXATOR

Nilai maksimal 10 jika nrang IinBkup reviu
telah memilih pelmasalahanan krusial
(bukan hanya sekedar pemenuhan
dokumel MCP saja) dan reviu telah
memberikan rekonrendasi yang efektif
dalanr mendorong perbaikan kepada
Bapenda dan Perangkat Daerah terkait
untuk melakukan pencegahan korupsi
dalam melaksanakaB optimalisasi PAD

tanpa praktik korupsi, terutama
mencegah kerugiar keuangan negara.

9 Banyak pihak yang masih belum
memahami tentans kebiiakan
antikorupsi. Perlu dilakukan
sosialisasi untuk mengingatkan
kembali implemenasi kebijakan
antikorupsidi daerah,

Pelaksanaan Sosialisasi
Pelaksanaan Sosialisasj kepada
1. Legislatif(40)
2. Eksekutit (30)
3. Masyarakat (CSo, Pelaku Usaha, Media

Massa, Masyarakat Umum) (30)

Penilaian memperhatikan efektivitas
pelakanaan sosialisasi, misalnya dengan
memastikan seluruh uns^ur telah dilibatkan
dalam pelaksanaar sosialisasi dan l"rekuensi
pelaksanaan sosialisasi-

koru idi Pemda



--36-

NO
TITII( RAWAN KORUPSI/

PERMASALAHAN
INDIKATOR

SUB
INDIKATOR

DOKUMBN KF.LINGNAPAN PENIT]UAN

i.,lateri sosialisasi lrr.]r)]-ampaikan program
antikorupsi dan pr0g|arr, pencegahan korupsi
daerah yang telah dilaksrn.rlian Perntla:
1. PenBetlalar Tinrlak P,t:.,.,a Korupsi
2. Upaya/ progranr :r,nrberantasan korupsi

daerah
3. Inovasid"lam plreega h.rn korupsidaerah
4. Capaian dan []valria:,r Indeks Pencegahan

Korupsi Daerirh yirng dilaporkan melalui
Monitoring Ccn tcr for Prt:vention (MCP)

5. Pengelolaan dan Evaluasi Benturan
Kepentin8an pada Penrerintah Daerah.
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AREA 5: MANAIEMEN ASN

1

DOKUMEN T(ELENCKAPAN

1. Laporan Hasil Penilainn Nlandiri lmplementasi
Sistem Merit

2. Tampilan tangkapan lirv.rr (s(:reenslrot) yang
menunjukan babwa liliD/ UKPSDM telah
melakukan input data rir,,arrr rangka penilaian
mandiri ke aplikasi J e,rl iaian rnandiri sistenl
merit (Sipinter).

3. Dokumen Hasil Perrrr,,iarr KASN tentang
lmplementasi Si:'-tenr l\'lcr it

1. Rekapitulasi OPD yirrg tclah dan belum
menyelesaikan skor t.''aluasi ,ahatan (untuk
Pemda yang belum rrrcnyelesaikan Evaluasi
Jabatan)

2. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh
OPD - (d/h Format sesrrar KemenPAN RB)

3. Peta labatan seluruh Ot'D- (d/h Format sesuai
KemenPAN RB)

4. SuratPenyeraharr Hasrl r:valuasi/KelasJabatan
kepada Kemendagri Irll h K(,merPAN RB) yanq

ditandatangan i S ekd a

5. Bukti Pengirimarr/ 'lrr,rda 'l'erirr!r Surat
Penyerahan Hasil Evalrrasi labatan kepada
Kemendagri (d/h Kernr.rrt'AN Rts) .!'oot ini
Pemda input lewot SIM0NA

6. Surat persetuiuan Kerrendagri terkait Hasil
Validasj Evaluasi/ Kelas labatan

7. Daftar Penyederhanaarr Struktur Organisasi
dan Penyetaraan labatan di Pemerintah Daerah

Catatan:
, Perubahan evajab disesuaikan berdasarkan

struktur organisasi. Irkd struktur organisasi
pemda berubah rnaka Evaiab perlu
disesuaikan.

Penilaian memperhatikan :

1. Laporan Penjlaian MaD(lrti lrr)plementasi
Sistem Merit - dinilai 10

2. Hasil Penilaian KASN t,rnta0g Penilaian
Sistem Merit:
Buruk (100-174)= 0
Kurang (175-249) = 4{)

Baik (250-324J - 6s
Sangat Baik (325-400) = 

qo

Evaluasi labatan selesai (50)
Penilaian ini diberikan jika Penrda sudah
menyampaikan:

. Rekapitulasi OPD yang telah dan
belum menyelesaikan skor evaluasi
jabatan

. Rekapitulasi Nilai dan Kelas labatan
seluruh 0PD

. Peta labatan selurulrOPt)

Jika belum ada ketiga di)kunren tersebut,
maka Evaluasj Jabatdn djanqgap belum
selesai

Jika EvaluasiJabatan belurn selcsai, maka
penghitungannya:

lumlah OPD yang sudah selesai
dibandingkan junrlah OPD seluruhnya
dikalikan 50

2. Evaluasi tabatan disarnpaikan kepada
Kemendagri (d/h KemenPAN RB) untuk

divalidasi [aplikasi SIMONA) (25)

3. Evaluasi ,abatan divalidasi oleh
Kemendagri [d/h KemenPAN RB) (25)

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR

Masih adanya praktik iual beli
jabatan dalam pen8angkatan,
promosi, rotasi, mutasi ASN.
Sistem merit adalah salah satu
kebilakan pemerintah yanE
mengurangi potensi prakt,k jual
belijabatan

Sistem Merit Penilaian Sistem
M erit

Belum selesainya evaluasi jabatan
pada instansi mengakibatkan
penempatan ASN tidak sesuai
kompetensi, dapat diatur secara
subiektlf, dan meniadi modus
penyuapan/ gratifikasi

Iafa Kelola ASN Evaluasilabatan

TITII( RAWAN KORUPSI/
Pf,RMASAI.AHAN

2.

PENILAIAN



INDIXATOR

3 1. Pada beberapa proses
promosi/rotasi/lnutasi
seringkali terjadi karena
berdasarkan permintaan
subjektif kuasa tertentu. Hal
ini meniadi awal terjadinya
penyuapan/ gratifi kasi.

2. Proses pengisian iabatan
seringkali masih kurang
transparan. Pada akhirnya
praktik penyuapan dan
gratifikasi dilakukan.
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P

claksanaan
ellgisjan Jabatan

DOKUMEN KIiLENGKAPAN

Jika struktur organisasi herubah, maka
penilaian evai.rh,lilaktrkar: berdasarkan
struktur orgarrjrinsi yang berhku, bukan yang
lanra.
Perubahan evajalr disesuaikan berdasarkan
sbuktur organisas-i lerkini. Sfruktur
Organjsasj Perrda rnrrgacu dalam rargka
Penyederhana;r'r darr I)ervetaraatr Birokrasi
(Per'menpan 7 I irl)ur :lt)22).

Evaluasi Promosi, Rotasl, oan Mutasl ASN
1. Dokumen rencara Kebutuhan dan Pemenuhan

ASN untuk 5 txhun kedepan berdasarkan
ANJAB ABK yang disusun berdasarkan jumlah,
pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada
dengan mempcrl imhalgkan pcgawai yang
akan pensiun dan pindah.

2. Laporan BKD/ BKPSDM atas pelaksanan
Pengadaan Pegdlvai secara 'Ierbuka dan
Kompetitifdari J;rlur (:PNS, PPPK dan PNS dari
lnstansi Lain seita Pronrosi, Rolasi, MutasiASN
(Laporan dengarr rnenrberikar penjelasan a.l

berapa kali pcurda nrelakukan pengadaan
pe8awai, pronlosi, rotasi, rlrutasi ASN selama
tahun berjalan)

3. Laporan Reviu Mana,(fnrcn ASN tahun berialan
oleh lnspektorat

4. Laporan Tindak LaDiut atas Rekomendasi
Reviu Manaiemen ASN yang dilakukan oleh
lnspektoraL

5. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan
terkait pelaksanaan promosi, rotasi, mutasi
ASN.

Evaluasl Promosi, Rotasi, dan Mutasl ASN
(s0)
1. Laporan Pelaksanaan t'romosi, Rotasi,

dan Mutasi ASN diberikan selama tahun
berjalan, nilai 20.
Perlu dilakukan pendalaman atas
laporan.
Jika Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan
Mutasi ASN tidak sesuai dengan
perencanaan atau kriteria maka
diberikan nilai pengurarrg.

2. f indak Lanjut Rekonendasi Reviu
Manalemen ASN. Jika terdapat Laporan
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Reviu
Manajemen ASN rraka diherikan nilai
maksimal 20.
Penilaian secara proporsional berapa
rekomendasj yang telah ditindaklaniuti
dibandingkan rekomendasi seluruhnya
dikalikan 20.

3. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan
terkait pelaksanaan promosi, rotasi,
mutasiASN (10).

NO SUB INI}IKATOR
TITIK XAWAN KORUPSI/

PERUASALA}IAN



SUB INDII(ATON

4 B€lum adanya sistem informasi
kepegawaian yang baik, sehingga
tidak ada data pemetaan profile
ASN yang seharusnya bermanfaat
dalam penempatan ASN. Pada
akhirnya penempatan pegawai
bersifat subjektif.
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DOKUMEN KELENGKAPAN

Pelaksanaarr Pengisian JPT melalui Seleksi
Terbuka
1. Laporan Pelaks.rraar. !\,ngisian jPT melalui

Seleksi Terbuka [r,arrq rnencakup Tanggal
Pelaksanakan, Sli -li ii lljikorlr/Pansel, Hasil
Seleksi, dll)

2. Tangkap Layar Sjsle,rt lnfori]rasi labatarr
Pimt)inan Tinggi iSllAP i l)

3. Berita Acara Tin, Pcr il.r Kinerja/ Balrerjakat
beserta dokume,r Ier,ir rku rrgnya.

4. Laporan Evaluasj l]orturan Kepentingan
terkait pelaksanaar Scleksi Iabatan Pimpinan
Tinggi.

Catatan:
Laporan yang disanpaikan untuk pelakanaan
tahun 2023

Pelaksanaan Pengisian IPT melalui
Seleksi Terbuka (50)
1. Laporan Pelaksaniran Pengisian IPT

melalui Seleksi Terbuha dan Tangkap
Layar Sistenl Infornrasi Jabatan
Pimpinan Tinggi (SljAP Il) (20)

2. Berita Acara Tjr i'enilaj Kinerja/
Baperlakat besertn dckumen
pendukungnya (20)

3. Laporan Evaluasi Benturan Kepcntingan
terkait pelaksanaan Seleksi jabatan
Pimpinan Tinggi (10).

Penilaian memperhatikan:
Ada berapa Pengisian JPT selama tahun 2023,
dan berapa yang dilakukan melalui seleksi
terbuka.
jika tidak seluruh pengisian IPT diiakukan
secara terbuka maka diberikan nilai
pengurang,

1. Database Kepegawaian (20)
Pemda melakukan ripdate dalabase
kepegawaian secarr lrelkala.

2. Absensi elektronik (20)
Jika sudah ada absensi elektronik maka
diberikan nilai 30.

3. Aplikasi Penilaian Kineria (40)
Apabila sudah ada aplikasl penilaian
Kinerja yang telah dimanfaatkan
diberikan nilai 50.

4. Integrasi Absensi Elektronik dengan
Aplikasi Penilaian Kineria (20)
Jika aplikasi penilaian kinerja sudah
terintegrasi dengan abs^ensi maka
diberikan tlilai 20,

NO
TrTrK RAWAN r(ORUPS!/

PERMASALA}IAN
INDIKATOR

Sistem Informasi
Kepegawajan

1. Dokumen yang nrcnjllaskan upaya Pemda
dalam melakukaD Ltpddte dalabdse
kepegawaian secari berkala. Misalnya
kenaikan pangkat, kelika ASN pensiun apakah
sudah difasilitasi Penrda secara otomatis, dsl
Dan seluruh datal)asc telah dilakukan
digitalisasi.
Database kepegawaian ASN djupdate melalui
aplikasi SIMPECNAS.

2. Tampilan tangkapan layar (screenshot) Sistem
absensi pegawai seca[a elektronik;

3. Tampilan tangk3pan layar (screenshoot)
aplikasi penilaian i<inerja yang sudah
memenuhiunsur:
a. Laporan aktivitas harian ASN
b. Verifikasi atas ektivitas harian oleh

atas
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] Penegakan Kode
lEtik

Kepatuhan
LHKPN

1.

DOXUMEN KELENGKAPAN

Media pengaduJn k( dr'etrk dan pelanggaran
pegawai (nredia lT,rrrgaduan bisa berdiri
sendiri atau dig:rhung dengan media
pengaduan lainrrya y,rrg sudah digunakan
oleh Pentda).
Laporan pel.rnggara,',r,,d. etik oleh pegawai.
'Iindak l:rrrjut laporan
pelanggarar/pernrostsi'rr laporan atas
pelanggaran kode etik pegxwai.

lvlengingat kerahasiaan, Dlirkn identitas pelapor
dan pelanggar dapat d rrah.rsiakan.

Kepatuhan
1. Kepatuhan Pelaporan l,llKPN Eksekutif
2. Kepatuhan t'elaporan l,llKPN Legislatif
3. Kepatuhan Pelapor;rrr l,llKPN BUMD (iika

ada)

Perluasan waiib Lapor
Perkada Wajib l,apor 1'arrg
wajib lapor urtuk:
1. Staf Khusus
2. Ajudan
3. Kepala Desa

llren)uat pufl!rasaD

Relerensl:
PermenPAN RB

4. Laporan peniiaian kineria instansi
(tahunan) - 25

1. Media/saluran pengadrran - (30)
2. Laporan pelanggaran kode elik - (30)
3. Laporan tindak lanjut atas pelanggaran

kode etik pegarlai - 40
Penilaian lebih diiekankan pada
efektivitas.
Jika penegakan kode etik dinilai tidak
efekif mal<a dapat diberikan penilaian
secara proporsional ( nilai berkurang)

Kepatuhan (50)
Penilaian mempertimbangk;rll:
. KepatuhaxEksekutif(20)
. Kepatuhan Legislatif (20)
. Kepatuhan BUMD 110)

Jika Pemda tidak memil,ki tiUMD n)aka bobot
menjadi masing-masing 50'lo untuk eksekutif
dan legislatif
i. Kepatuhan Eksekut if

. lumlah yangsudah lapordibandingkan
jumlah wajib lapor seluruhnya
dikalikan 40%

. Iika kepatuhan eksekutif 100o/o maka
hanya akan mendapatkan nilai 40%

2. KepatubanLegislatif
. lumlahyangsudahlapordibandingkan
jumlah waiib lapor seluruhnya
dikalikan 400/o

. rika kepatuhan legislatif 100% maka
hanya akan mendapatkan nilai 40%

2

3

Deteksi tindak pidana korupsi
salah satunya. adalah melalui
transparansi harta dan kekayaan
ASN. Dalanr implementasinya,
trdak seluruh Penyelenggara
Negara dan Wajib Lapor LHKPN
patuh terhadap ketentuan ini.

7 Pelanggaran ASN yang tidak
dilakukan upaya hukumrn pada
akhirnya merrimbulkan respon
permissive bagi ASN lain.
Diperlukan penegakan kode etik
untuk memberikan efek jera.

8

NO
TtTIt( RAWAN KORUPST/

PERMASAIAHAN
INDIKATOR SUB INDIXATOR PENIUTIAN



I
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3. Kepatuhan BUMD
' fumlah yang sudah iapor dibandingkan
jumlah waiib lapor stluruhnya
dikalikan 20oo

. lika kepatulrar BUITID l(100l) maka
hanya akan nrenCapatkan nilai 20olo

Perluasan (50)
Provinsi/ Kota
1. StafKhusus (25)
2. Ajudan (25)

Kabupaten/ Kota (Ada Dana Desa)
1. StafKhusus (15)
2. Aiudan (15)
3. Kepala Desa (20)

TITIK RAWAN XORUPSI/
PERMASALAHAN

DONUMEN KIiLENGKAPANSUB INDIKATOR PENIUTIANNO INDIKATOR



STIts INDIKATORINDITTATOR

Database paiak daerah tidak
diupdate secara berkala, tidak
memetakan potensi palak sesuai
kondisi yang sebenarnya. Hal ini
berpotensi/ mengakibatkan
kerugian keuangan negara

Pemda tidak melakukan upaya
yang bersungguh-sungguh dalam
meningkatkan pajak daerah.
Target paiak daerah tidak
ditetapkan berdasarkan potensi
pajak daerah yang sebenarnya

Database Paiak
Daerah
Terinteqrasi

Screenshoot sistenr/apllk.i\i database per jenis
mata pajak yang me r,,rrjukkan pengelolaan
database pajak seca lrr rl ,1.t lonjk,

Catatan:
Berdasarkan llU HulJUir ti,Jr Keuangan Pusat dan
Daerah, maka Paiak Ilil,l Restoran Hiburcn
Parkir dan Penelarrgar Jalan digabungkan
menjadi Pajak Barang dar Jasa Tertentu. Hal ini
disinergikan dengcr p,:rrvesuaian Perda Pajak
Daerah.

7. Scree;lshoot sistem/aplikasi database pajak
AKTUAL dan POTENSIAL, metl1uat:
. ldentitas WP/ WAPU meliputir NPWPD,

Nama. alamat dli.
' Data obiek pa,ak neliputi nama, alamat,

kepengurusan usaha tlll.
. Data besaian lreu,ajiban pajak dan

mutasinya (saldr, .rwal, penambahan/
pengurangan, saldo akhir) serta informasi
lainnya.

. Data catatan reput.rsr kepatuhan perpajakan
, Data paiak yang lelinteqrasi dengan data

perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh
DPMPTSP dibe,rikan kepada
Bapenda/BPKAD sehagai data potensi
pajak)

2. Data-data pajak AK'I'UAL dan POTENSIAL
yang lengkap, akurat dan inrormatif
tersimoan dalam sistem/aDlikasi Catabase
pajak

3. Bukti berupa data .itatan dan informasi
mengenai reputasi/kepatuhan Waiib Paiak

-".1l-

AREA 5: OPTIMALISASI PAIAK DAERA}I

DOKT'MEN KI:I,ENGKAPAN

I Pengelolaan Database - 30
Nianual atau Berb.rsrs
aplikasi.

elektronifikasi/

Cara pengukurannyar
Mata Pajak Berbasis t:lekt ronifikas i dibagi
jumlah jenis pajak yarg dikelola (Provinsi -
minimal 3 mata paiak, Kabupaten Kota -
m jnimal 3 mata paiak

Substansi Database - 70
1.lika sehagian database Paiak masih manual

maka nilai maksimal 30 (profesional

iudgement)
2.Jika Pemda memiliki database paiak Aktual

dan Potensial, maka nilainya 30
3.Jika database paiak Akt ral dan Potensial

selalu dimutakhirkan, maka nilainya, maka
niilainya 40

4.lika database pajak Aktual dan Potensial
memiiiki berbagai tampilan nenu dan
analisis informasi yanS bisa disediakan
untuk bahan pertinrbangan dalam
pen8ambilan keputusax, fiaka nilainya 50

5.'il(a database paJak telah tenntegrasr
dengan unit terkatt keuangan daerah
dengan periiinan, maka nilainya 60

6.Jika database paiak telah terintegrasi
dengan dengan unrt terkart keuangan
daerah, periiinan, pengendalian,
pengawasan dan penertiban, maka nilainya
70.

TITIK RAWAN KORUPSI/
PERMASAIAHAN

Penguatan
Database Paiak

PENILAIANNO



NO SUB INDI PENILAIAN

Database tunggakan paiak tidak
dilakukan evaluasi. Semakin lama
akan men jadi tunggakan paiak.
Pada akhirnya akan dihapuskan
dan menimbulkan potensi
kerugian keuangan negara

Database
Tunggakan Pajak

--ll-

DOXI',MEN KELENGKAPAN

1. Screenshoot sistem/'aDlikasi database paiak
yang memuat TUNGGAKAN pada masing-
masing mata pajak

2. Data-data TUNGGAXAN parak yang
lengkap, akurat (selalu dimutakhirkan) dan
informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi
database paiak

3. Buktibahwa data pajak sclalu dirrutakhirkan
4. Bukti bahwa dallbase Tt-rnggakan pajak

memiliki berhagai t,rmpilan menu dan
analisis informasi yang bisa disediakan

untuk bahan pcrtinrbangan dalam
pengambilan keputrrsal

5. Bukti bahwa database Tu nggakan pajaktelah
terintegrasi dengar unit terkait keuangan
daerah, peri,inan, pengendalian, pengawasan
dan penertiban.

6. Laporan Hasil Clearsing Data Paiak Daerah
dan Pengawasan Cleansing Data Paiak oleh
lnspektorat (dapat meniadi bagian dari

Reviu Tata Kehla Optirnalisasi Paiak
Daerah).

Data Tunggakan Paiak (50)
' Jika ada data tunggakaD paiak

diberikan nilai 50
. lika tidak ada dara turrgBakan

diberikan rilai0

maka

palak

Laporan Hasil Clcensing Data P.1lak Daerah
dan Pengawasan l:.leansinlt Data Pajak oleh
Inspektorat (50)

yang nrudah ditelusrrri dar kapan data
dimutakhirkan

4. Bukti berbagar frirn')i1:rn !neru dan analisis
informasi yi,ng bisa disediakan untuk bahan
pertimbangan l:,l,rnr penganrbilan
keputusan

5. Bukti bahwa l srern/aplikasi telah
terintegrasi dergiir, llril telkait keuangan
daerah, perijini n, peng( ndalian, peugawasan
dan penertiban.

TITIK flAWAN KONUPSI/
PERMASAI.AHAN

INDIKATOR

2.
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4

5

Pemda tidak melikukan upaya
dan inovasi untuk peningkatan
pajak daerah sehjngga tidak ada
upaya atas penghindaran pajak
daerah oleh Wajib Paiak. Hal ini
mengakibatkan kerugian
keuangan negara

INDIKATOR ST'B INDIKATOR

lnovasi
i'eningkatan
l'aiak Daerah

Cilpaian
Peningkatan Pajak
Daerah

I lasil

Pajak

C.r paian
Pcnagihan
'l'unggakan

da,,rah

lmplementasi
lnovasi Pajak
Daerah

Pemda tidak melakukan upaya
serius dalam meningkatkan pajak
daerah. Target pajak daerah tidak
ditetapkan berdasarkan potensi
paiak daerah yang sebenarn)'a.

Pemda tidak melakukan
penagihan pajak daerah kar ena
ada konflik kepentingan. Hal ini
berpotensi/ mengakibatkan
kerugian keuangan negara

6. Tidak dilakukan pengawasan
dana pem€riksaan pajak.
Pembiaran men8akibatkan
kerugian keuangan negara

Pengendaliatr
dan Pengawasan

PenBawasan dan
Perneriksaan ['ajak
Daerah

1. Laporan yang rnenunjukkitn implementasi
inovasi pajak dacrall, nrisalr!'ai
- Pemasang;rr alrt rr:kaDi l)aiak
- Update NJI)t'
- Penertiba| t'aii,k MULB
- lnovasi d,rlam (rptinralisas' PKB dan

PBBKB,
- Cleonsing data l)aiak, dsr.

2. Upaya lainnya terk,rit dengan inovasi dalam
rangka upaya peningkatirn paiak dan
penjelasan efektiviras ir:ovasi dalam
mendorong o ptimalisa:,-i pa jak,

1. Capajan paiak tahurr sebclunrnya
2. Target peningl(atan paiak tahun berjalan

1. Laporan upaya pen.rgihan pajak daerah
2. Capaian realisasi hasil penagjhan paiak

1. SOP pengawasan dan Pemeriksaan Pajak
Daerah

2. Laporan pelaksanaln dan hasil pengawasan
dan pemeriksaan paiak daerah, antara lain
mencakup (tidak terbatas) pada:
a. Data Waiib Pajak yang perlu ditertibkan
b. Upaya pengawasan dan pemeriksaan,

antara lain melalui sidak/ kunjungan
lapangan, pemer,ksaan WP, dst

c. Pemberian sanksi kepada Waitb Paiak
yang melanggar ketentuirn

d. Kendala, hambrtan, evaluasi

1. Laporan lnovasiPaiak (50)
2. Efektivitas Up;ryi lrrovasi Pajntri [50)

lika inovasi rrrenrirerik;rn dampak
peningkatan pajak daerah secara
signifikan (mir 500/o (lari cal)aian paiak
tahun sebelunrnya pada rnata paiak yang
diimplementasikan inovasiJ maka
dibelikan nilai 50

Jika meningk.rtkar l)ajak ,iOolo maka
diherikan nilai 50 dst-
lika tidak nremherikar dampak
peningkatan pajak maka tidak diberikan
nilai.

0/6 capaian pajak Ceerah dibandingkan dengan
talgetnya

ok Realisasi hasil penag:hal paiak
dibandingkan dengan total tung8akan pajak

Laporan pelakanaan dan ha:,-il prngawasan
dan penreriksaan p;rjJk da(.r ah [.i0]
Efektivitas pengarvasiln tian penreriksaan
palak daerah (70)

Efektivitas dinilai berdasarkan:

- Pengawasan dan pemeriksaan pajak
mampu meningkatkall paiak/ menagih
tunggakan paiak

- Pemberian sanksi kepada WP yang
melanggar ketentuan pa,ak.

NO
TrTrK RAWAfi TORUPSI/

PERMASAIA}IAN
DOKUMIN XELt'NGKAPAN

3.

PINILAIAN



-'l('-

3. Rekapilulasi Pr:ngariran Masyarakat terkait
dengan Paiak Daera'r .orla Tindak Lanjutnya

1. Hasil reviu
2. Rekomendasi (ian ti r,i,rk lirjLrt
3. o/n 'IL hasil revirr

o/o Tindak Lanjut reviu optimalisasi paiak
daerah

7 Reviu inspektorat tidak
ditindaklaniuti oleh Bapenda.
Beberapa hasil reviu berpotensi
kerugian keuangan negara

LaniutTindak
Reviu

SUts INDIKATORNO
TITII( RAWAN KORUPSI/

Pf,RMASALAHAN
INDIXATOR

I

l

DOKUN!EN K[L[NGXAPAN PENILAIAN
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AREA 7: PENGELOLAAN BMD

l)atab,rsc IJlvl D

DOKT'MEN K[LDNGKAP.{N

Screcnsboot aplikasi yang nrenrrnjukan bahwa
database BMD telah ierserlia secara elektronik
berdasarkan klasifikasi lrt I'l l)
1. Tanah;
2. Peralatar dan l\4esir,r
3. Gedung dan Eangur;,r:
4. lalan, laringan. ,ian lng;rsi;
5. Aset Tetap Lainnya;
6. Konstruksi Dalam Petrgerjaan; dan
7. Aku mulasi penyusu ta n.

PENILAIAN

. Keberadaan Aplikasi (300/o)
- lika Pemda belurn rrremiliki aplikasi

penatausahaan BMD, Bl\,lD dicatat secara
manual maka diberikan nilai l2olo

- fika Pemda sudah rnt'nriliki aplikasi
penatausahaan BMI) dilrerikan nilai 30%

, Kesesuaian Aplikasi dengan
Permendagri 1 08/2Ol 6 (2 Oo/o)

- Tidak sesuai 0olo

- Sesuai 20olo

Jika belum ada aplikrsi maka tidak
diberikan nilai.

. gfekdvltas (500/6)

,ika aplikasi penatausahaan BMD sudah
efektif diimplementasikan dan
menghasilkan output sesuai klasifikasi BMD
asset tetap (7 klasifikasiJ diberikan nrlail
- Tanah (B9o)
- Peralatan dan Mesin (7%)
- Gedung dan Banguran (7%)
- Jalan, Jaringan, dan lrigdsi (7%)
- AsetTetap Lainnya (7ol))
- Konstruksi dalam Pengerjaan (70lo)
- Akumulasi Penyusutan (70lo)

Jika dinilai tidak efektif maka diberikan nilai
penSurang.
Tidak efektif apabila tidak dapat diyakini
seluruh BMD telah masuk ke dalam aplikasi
penatausahaan BMD,

Jika belum ada aplikasi penatusahaan BMD
maka tidak diberikan r'ilai.

SUB

INDIKATOR

BMD yang tidak tercatat
berpotensi penyalahgunan BMD
yang kemudian berakibat kerugian
keuangan negara

Pengamanan
Administras^i
BMD

Total Nilai maksimal 1OO(%

NO
TITIK RAWAN KORUPSI/

PERMASALAHAN
INDII(ATOR

I



INDIKATOR
sl,a

INDIKATOR

Kurang optimalnya koordin,rsi
antara BPI(AD dengan OPD Teknis
sehingga mengakibatkan BMD
tidak tercatat. 0leh karena itu,
dlperlukan rekonsiliasi antara OPI)
dengan BPKAD dalam rangka
mendorong pencatatan BMD
termasuk bagaimana melakukan
pengecekan apakah fisikny: masih
ada dan siapa yang menguasai
secara fisik. Data ini dapat
dimanfaatkan untuk melakukan
identiflkasi BMD yang digunakan
oleh pihak yang iidak
berkepentingan.

BMD tidak dilakukan pengawasan

densan baik sehinPEa secara lisik
diku"asai oleh pihEt yang tidak
berhak Perlu pendataan B['lD yang
telah disalahgunakan dan/ atau
berpotensi disalahgunakan oleh
pihak yang tidak berhak untuk
kemudiar dilakukan upaya
penertiban bersama KPK

Rekoniiliasi dan
lnventarisasi
BMD

-.llt-

DOTUUEN XXLEI{CXAPAN

1. lumlah SKPD dar Rekap Pelaksanaan
Rekonsiliasi dan ln,'.,lrtirisasr BMD

2. Adanya Berjta Ar:rra Rekonsiliasi fdibuatkan
Daftar bcrita atrla lrasil rekonsiliasi dengan
rincian:
a. Rekonsiliasr irlrt,ira pengurus barang

dengan p.laksirna akuntansi di SKPD
paling sedillt 6 bulaD Jckali atau setiap
semester dalarri l.eriode tahun berlalan;
(Bukti Berita A( ara)

b. Rekonsiliasi pengurus barang dengal
Bidang Aset palrng sedikit 3 bulan sekali
dalam periode tahun herjalan lBukti
Berita Acara)

c. Rekonsiliasiantara bidang asset dengan
bidang akuntansi setahun 2 kali. (Bukti
Berita Acara)

PENILAIAN

Penilaian diberikan se( ara profesional
judgemenL Diberikan pengurarg jika tidak
dilaksanakan sesuai tiengan timelire di atas,
atau rekonsiliasi diril,ri tidak efektil.

Rekonsiliasi dilakulian dengarr lrasil, nrisalnya
jika jumlah OPD 30, ntaka BA- Rckonsiliasi
antara pengurus pengun:r barang dengan
fungsi- akuntansi penBguDa barang sebanyak
60, lika kurang nraka diberikan penilaian
secara proposional.

I

NO
TrTrK BAWAN XORUPST/

PEnJ}IASAI/IIIAN

Rekonsillasl BMD (50)
Terdapat 3 pelaksan;an :ekorsiliasi pada
periode tahu n berialan
- Rekonsilisasi altar;r pengriJrrs barang

pengguna dengan pclaksana fungsi
akuntansi pada penggurra barang (OPD)
paling sedikit 6 bularr sekalidalanr periode
tahun berialan, diberikan nilai 20

- Rekonsiliasi pengur:rs Larang Pengguna
dengan Pengurus BaranB Pengelola paling
sedikjt 3 bulan sekali dalanl per-iirde tahun
berjalan, diberikaD nilli 20

- Rekonsiliasi antara Pengurus Barang
Pengelola deng;rn Peiaksana Fungsi
Akuntansi yang r)en,'usun Laporan
Keuangan Pemda paling sedikrt setahun 2

kali (Bukti Berita AcaraJ, diberikan nilai 10
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INDIKATOR

Pengamanan
Fisik dan Hukum
BMI)

Pendanaan dan
Sertifikasi BMD

DOKUMEN KEI.ENGXAPAN

LHI (Laporan Hasjl lnvr',rtarisasiJ BMD dalam 5
tahun terakhiryarB terd,.r (iaIi:
1. Rekapitulasi BMD hi'.rr;1karerra kecurian;
2. Rekapitulasi BMD hiLarrg tidak ditenrukan;
3. Rekapitulasi BMD lrlunr dikapitalisasi dan

diketahui data awalT rlara induknya:
4. Rekapitula-si Bl.4D Iclrrnr dikapilaiisasi dan

tidakdiketahui,lrrt:r r\virl// dala induknya;
5. Rekapitulasi BN4D (ligrnakarr oleh pegawai

Pemerintah l)ar:rall yang
bersangkutan;

6. Rekapitulasi lJNll) digunakan oleh
pemerintah pusat/['enrerintah Daerah
lainnya/Pihak Lain;

7. Rekapitulasi BMD toriadi perubahan t'isik
barang;

8. Rekap,tulasi BMD terkait perubahan data;
9. Rekapitulasi tsMD ter'(atatBanda;
10. Rekapitulasi BMD iiihlngun di atas tanah

bukan milik Pernerrr rt.rlr Daer':rh;

Laporan Hasil lnventa sasi tersebut dalam
bentuk rekapitulasi ti,lirk lrarus semua ada
tergantung kasus Penr(rrintah Daelab n-]asin8-
masing.

Pendanaan
1. Timeline, target, diu) anggaran sertifikasi

sampai dengan tahun 2025.
2. Dokumen APBD terkait jumlah anggaran

dalam rangka pensertifikatan 8MD-Tanah

(tahun berialanl
3. Dokumen terkait jurrrlah bidang asset yang

telah didaftarkan kepada BPN

Capalan Sertiflkasi
Data Jumlah BMD (1arr.rh) SelLrruhnya dan
Iumlah BMI

PENILAIAN

Inventarlsasi BMD (50)
lika sudah drlakukarr irventarjsasi aset
berupa salah satu di antitralya:
1. tanah;
2. peralatan dan nresir;
3. gedung dan banguran;
4. jalan, jaringan dan irigasii
5. Aset Tetap lainnya;
6. Aset tidak ber$,uiud.

Laporan hasjl irventarisa.-i dib€rikin nilai 50.

output tersebut jika dilakukan nrulai tahun
2022, jika sebelum tahuD 2022 yang jad,i

output adalal'r dokurnell hasrl inventarisasi.

Pendanaan (40)
Timeline, target, anggilral sampai dengan
2025 (selesai di tahun 2025) (20)
0/o tealisasi target dan anggaran selama tahun
berlalan [20)

Capalan Sertinkasi [60J
7o BMD (Tanah) Bersertifikat dibandingkan
dengan ju mlah aset seluruh llya.

Pemda tidak memiliki kemauan
kuat untuk sertifikasi BMD. Hal ini
mengakibatkan banyaknya BMD
dlkuasai oleh pihak yang tidak
berhak Pada akhirnya, BMD yang
dikuasai oleh pihak yang tidak
berhak mengakibatkan kerugian
keuangan negara.

NO
TrTrK SAWAN KOnUPSt/

PENMASALAHAN
SUB

INDIKATOR

-"19-
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4 BMD tidak diamankan secara fisik
sehingga rawan dikuasai pihak
ketiga. Akibatnya, BMD dikuasai
oleh pihak ketiga

DONUMEN KEI.ENGKAPAN

Penguasaan Pisik BMD'l nnah
1. Total Daftar Bidang 1ar.rh
2. Daftar Bidang tarrah lri rirsai {)leh pihak yang

tidak berhak.

Penguasaan fisik BMD Rendaraan
1 Total Daftar kendara.rr (roda 4 atau lt.bih dan

alat berat)
2. Daftar Kendaradn y.rr,r, dikuasai oleh pihak

yang tidak berhak

Penertiban PSIJ

1. Daftar/Rekapit u las r Prmegang
SIPPT/lPP'l'/IPPR i.rrg ada kewajiban
penyerahar PSU ke I)t'rrtda.

2. Daftar Perumahan varil l'Sti-rya sudah iatuh
tenrpo untuk diserahkrn ke Pemda.

3. Target Penertiban PStJ perumahan Tahun
Berjalan.

4. Daftar Realisasi IIASI PSU pada tahun
berjalan.

5. Daftar/rekapitulasi rr',rlisasi PSU yang sudah
diserahkan.

Penerdban BMD Dikuasai Plhak Kedga
1. Daftar/Rekapitulasi BMD-Tanah dan

Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat)
yang dikuasai oleh or;rrtg/pihak yang tidak
berhak, 

-'

PENII.AIAN

BMD Tanah (50i
Jumlah Bidang Tanah yarrg dikuasai oleh
Pemda dibandingkan den{an total bidang
tanah dikali 500/n

BMD xendaraan (50)
Total lumlah kendaraan (roda-1 atau lebih
dan alat berat, termasuk al.rt transportasiair
bermesirr misalnya perrhrr 1,arrg hermesin,
kapal, iestski, dst) yang dikuasaioleh Pemda
dlkurangi yang dikuasai pihak yang tidak
berhak dibandingkan dengan total Total unit
kendaraan (roda 4 atau lehih dan alat berat)
dikalikan 50ol,

X=(T-Tk)/Tx500/e
T=Total Kendorqon
Tk.Total Kendaroon dikuosai yong tidok
berhak

Database Penertiban PStl/ BMD Dikuasai
Pihak Ketiga/ BMD P3Dl Pernekaran (20)

Capaian Penertiban Penertil)an PSU/ BMD
Dikuasai Pihak Ketiga/ BMI) P3l)/ Pemekaran
(80)
Diberlkan nilai apabila telah berhasil
dilakukan penertiban
Diperhitungkan dengan memperhitungkan
total yang berhasil ditertibkan dibandingkan
dengan database BMD dan/ alau PSU yang
perlu ditertibkan.

Realisasi BAST tidak terbatas pada dokumen
BAST tetapi te.masuk hukti lain yang
disamakan dengan BAST misalnya
penyerahan PSll oleh nrasy;rrakat.

NO
N

INDIXATOR
SUB

INDIXATOR

Penguasaan Fisik
BMD

5 Kewaiiban PSU ridak dipatuhi oleh
pengembang. Masyarakat tidak
mendapatkan PSU yang layak

Bl'4D yang dikuasai oleh pihak
keriga seringkali dibiarkan oleh
Pemda. Hal ini berpotensi/
mengakibatkan kerugian keuangan
negara.

Penertiban I Ml) Penertiban PSU/
BMD Dikuasai
Pihak KetiBa/
BMD P3D/
Pemekaran
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SUB
INDIKATOR

ICLENGXAPAN

Penertiban asset Tumpang Tindih Aset
dengan Pihak Lain
1. Databas€/Dati UMD I'umpang tindih:

. Daftar/Rekapitullsj BMD yang tumpang
tindih:
- Nama dan Lokasiaset
- Luas dan nilai aset
- Hak Perolehan Aset
- Kronologis pernirsalahar
- Progress Penertiban

NO

Nama dan l,okasixset
Luas dan nrhi a:;e t
Hak Perolehatr,isei
Pihak ketiga varg nrenguasaj aset
Kronologis gren r,rsalahar,

2. Daltar BMD - t.rnrlr yang dikuasai pihak
ketiga yang b, r'hirs,l Iikuasai kembali oleh
Per,rila

3. Kendaraan (rorla 4 rt,rr Iebih dan alat berat)
yang Cikuasai Pihirf ketiga yang berhasil
dikuasai kembali olch Penrdir

BMD P3D da\/ atzu pemekaran
wilayah yang tidak ditertibkan
mengakibatkan tidak tercatat dan
akhirnya berpotensi/
mengakibatkan dikuasai oleh
pihak ketiga

Penertlban BMD P3D/ Pemekaran
1. Database/Data BMD P3D/ Pemekaran:

. Daftar/Rekapitulasi 8MD yang masih ada
permasalahan karena P3D atau
Pemekaran, d ilengkapi dengan:
- Nama dan lokasiaset
- Luas dan nilaiasot
- Hak Pe:'olehan Aset
- Kronologis pennasalaharr
- Progress Penertiban/ Penyerahan

2. BAST BMD tahLrn br:{alan karena P3D atau
pemekaran

Aset tumpang tindih dengan pihak
lain yang tidak ditertiblon
mengakibatkan tidak tercatat dan
akhirnya berpotensi/
mengakibatkan dikuasai oleh
pihak ketiga

2. BAST BMD tahun bcrjalan karena Tumpang
Tindih denean oihak lain

INDIKATOR
TITIK RAWAN KORUPSI/

PERMASALAHAN



6.

NO lttlDlxAToR
SUB

INDIKATOR

respon ataKeterlanbatan
temuan hasil audit

'l indak Lanjut
R.viu Tata Kelola
I]IVD

7 Pegawai menggunakan fasilitas
kantor untuk kepentingan Pribadi
(termasuk teman, keluarga, dll)

Pengendalian
dan Pengawasan

['onyalahgunaan
8l\41)

-52-

DOKUMEN IGLENGKAPAN

Laporan Hasil Revru I'ata Kelola BMD
inspektorat teIlr.rJ,,l1 { )l'D ltrkart
pengelolaan llMr) terhadap
pengelolaan IJMI) ,l(,ngan Iuang

lihnlrlh.
nijtiimal 4 ale.r rrr'r,,utr indrir,t'rr di MCP,

ya itu:
- Regulasi
- Pengamanan Adrr r,irstrasiBNiD
- Pengamanan l-isrl rlan hukrrrr BMD,dan
- Penertiban UMD

PENII./IIAN

Presentase tindaklaniut- 100
Perbandingan ar) ta|a tir.ldkldrjttt dengan
total rekomendas_i
(maksimal 100)

Laporan hasil Reviu tata kelola dilakukarr
pada 2 tahrn terakhir [:02 2'2023). lika tidak
ada laporan Reviu tat.r k.lola pada 2 tahun
terakhir maka tidak dapat !liberikan nilai.

2 Laporan tindaklaniut atas hasil
rekomendasi yang ditlelikan,nspektorat

Berita Acara Tindakl.rrjut Reviu Tata

3 Kelola

I Pakta lntegritas Perna,rfaatan BMD.
2 Dokumentasi dan nrirteri Sosialisasi kepada

ASN terkait denBan penggunaan fasilitas
kantor
Sosialisasi perlrr dilakukan untuk
memberikan pemah;rman kepada ASN
terkait hak dan ke!,ajiban atas pemaDfaatan
fasilitas kantor.

3 Survei Kepuasan Pelaksannan Sosialisasi
Pemanfaatan BMD sctelah metrdapatkan
sosialjsasi pemanfaatan BMD dengan nilai
minimal 70, mencakup rrrtara lainr

a. Substansi Materi
b. Penyampaian Milte ri
c. Sarana Prasarana
d. Ketepatan Waktu
e. Kesempatan Bertanya
I Saran dan Masukan

1. Paka lntegritas Pemalfaatan BMD (40)
2. Pelaksanaan Sosialisasi kepada ASN

terkait den8.rr' penggunaan fasilitas
kantor (3 0)

3. Survei Kepuasan Pelaksanaan Sosialisasi

Pemanfaatan BMD Min 70 [30)

lika nilai survey di bawah 70
maka diberikan secara proporsional (max
nilai

30).

T!1' ( RAWAN KORUPST/
PERIIASALAHAN



-53-

AREA 8: TATA Kf,LOLA DESA

I Regulasi Regulasi Tata
Kelola Desa

Sistern Keuangan
Desa

Siskeudes 0nline

DOKIIMEN KETENGKAPAN

1. Perkada tentang Per8elolaan Aset Desa

2. Perkada tcnt.rrrg l'rlr Cira Pengadaan
Baranq/iasa di Dpsa

3. Perkada tertanB Pclrgeloliran Keuangan

Desa, yang didalarrrrrya iuga memuat

k€tentuan lebih lani,,r t,.l.rnja l rk Terduga

4. Perkada tental]B Besar:lll Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan PerarUkat Desa

5. Perkada tentirns [ntJ cat a penvaluran

Alokasi Dana Desa (Al)D) dan bagian hasil
palak daerah dan retribusi dacrah

6. Perkada tentang (laiiar kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa

7. Perkada tentang ll.dr)rnilll Tata Cara

Penyusu llan n I)B D(,s, r

Iika sudah ada Perkada tent:]rg:
a. Pengelolaan Aset Desa, bobot ii0o/o

b.Tata Cara Pengatlaan Bariurg/iasa di Desa.

bobot 10%

c. Pengelolaan Keuarga! l)esa, yan8

didalamnya iuBa n1enru.. ketentuan lebih
laniut Belania Tak Terduts.r, bobot 10olo

d. Besaran Penghasjlan 'fet:ip Kepala Desa dan
Perangkat Desa, bobot 10%

e.Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa

(ADD) dan bagian hasil paiak daerah dan

retribusidaerah 2Colo

f. Daftar kewenangan berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan Iokal berskala Desa

1,00k

g. Pedornan Tata Cara l'enyrrsunan APB Desa

100/o

2 . Tatakelola keuangan desa yang
tidak transparan dan akuntabel

. Pelaporan keuangaa desa yang
tidak dikonsolidasi dengan baik
oleh pemerintah daerah.

Laporan implementasi SISXEUDES ONLINE yang
ditandatangani oleh Kepala DPMPD yang
dilampirkan:
1.Daftar desa yan8 telah implementasi

SISKEUDES ONLINE
2.lP Address server SISKEt,DES ONLINE

pemerintah daerah

lika rnasih dalam bentuk R:rncangan Perkada
diberi nilai 50%
Jika Pemda sama s-ekali belum rnenetapkan
perkada atau belum melampirkan dokumen
apapun maka nilainya 0olo

. Jika Pemda sudah menginrplementasikan
Siskeudes Online nilai 1000/o

. Jika Pemda dalam proses
mengimplementasikan Siskeudes Online
nilai 80%

. Jika Pemda masih menggunakan siskeudes
offline dan belum proses implementasi
Siskeudes Online nilai 70ol

, Iika pemda belum menggunakan siskeudes

INDIKATOR
SUB

II{DIKATOR

Tidak ada regulasi dalarrr
melakukan pengelolaan keuangan
desa sehingga berakibar:

' 
f; uE+lfr BB,,if t3lq1l,,t*BBf

berpotensi kerugian keuangan

negara
Penggunaan dana desa tidak
sesuai dengan peruntukannya
Adanya intervensi pada
pelaksanaan kegiatan PBJ desa

PENII-AIANNO
TITTK RAWAN KORUPSI/

PERMASAIA}IAN



TITIK RAWAN KORUPSI/
PENMASALAIIAN

INDIKATOR

Surat Pernyataaan telah menyampaikan laporan
konsolidasi APB Desa rnelalui aplikasi yang
ditandatanSani olch Kepala DPMPD yang
dilampirkan:
'1. Rekap desa yarrg realisasi pelaksanaan APB

Desa tahun 2O22 sudah dikonsolidasl. serta
bukti screenshot apabila sudah dikirim
melaluiaplikasr lapo:an konsolidasi.

2. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APB Desa
Semester I 2023, serta bukti screenshot
apabila sudah dikilim melalui aplikasi
laporan konsolidasi.

1. Rekap desa konsolidasi Delaksanaan APB
Desa tahun 2022
. Nilai 500/o x (lumlah Desa yg realisasi
pelaksanaan APB Desa tahun 2022 sudab
dikonsolidasi dibaBi lumlah total Desa)

2. Rekap Laporan Konsolidasi Pelaksanaan
APB Desa Semestel l 2023
. Nilai 50% x (Jumlah Desa yg realisasi
pelaksanaan APB Desa semester I sudah

dikonsolidasi melalui aplikasi laporan
konsolidasi dibag: jumlah total Desa)

3

4

Pelaporan keuangan desa tjdak
dikonsolidasi dengan baik dan
disampaikan secara berjenjang
dari desa ke kab/kota dan dari
kab/kota ke kementerian.

Laporan
Konsolidasi APB
Desa

Publikasidan
Transparansi

Publikasidan
Transparansidi
Masyarakat

5

Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh
Kepaia DPMPD terhadap informasi:
a.lumlah desa yang telah mempublikasi Laporan

pertanggu ng awaban APB Desa 2022
b.lumlah desa yang telah mempublikasi APB

Desa 2023

Lapcran lumlah Desa yang sudah menyampaikan
Data Aset Desa yang ditandatangalli oleh Kepala
DPMPD dan ditembuskan ke Inspektorat
(lapc,ran menggunakan Form lsian Aset Desa)

50ok X (lumlah Desa yang

mempublikasikan pertanggungiawaban
APB Desa "lahun 2022 dibandingkarr

dengan iumlah total Desa)

50% X (lumlah Desa yang

mempublikasikan APB Desa Tahun 2023
dibandingkan dengan jumlah total Desa)

Data Aset Desa, misal:
1.lika seluruh aset desa telah dilakuan

monitoring diberikan nilai 1000/o

2.lika baru 20o/o ;iset desa dilakukan

o/o lu ah Desa yang sudah menyampaikan

monitori diberikan nilai 2 0olo

. Penyalahgunaan Aset Dese

. Aset Desa tidak ditata kelola
dengan tertib.

Database
Desa

Aset Database
Desa

Aset

6. 1. Sudah mengimplementasikan
SISWASKEUDES/ Risk Bosed Audit atas
pengelolaan keuangan Desa nilainya 1000/6

2. Sudah dilakukan peran8kingan rislko Desa

menggunakan aplikasi Siswakeudes
nilainya 50%

3.Jika belum mengimplementasikan
---3'a#f,SKEUDES/ Risk Based Audit atas

tflolaan keangan Desa nilainya 096

. Fungsi pembinaan kepada
Pemerintah Desa tidak optimal
sehingga banyak ditemukan
ketidaksesuaian pelaksanaan
tata kelola desa dengan regulasi

. Rekomendasi tidak
ditindaklaniuti dengan optimal

PenBawasan Audit Keuangan

Desa dan

Pembinaan Desa

-5-l-

SUB

INDIKATOR
DOXUMEN I(ELENGNAPAN

1. LHP Pengelolaan Keuangan Desa yang
didasarkan pemetaan risiko/ Implementasi
Siswaskeudes

2. Rekapltulasi Temuan Hasil Audlt Keuangan
Desa Tahun 2022 dan Rekomendaslnya

3. Rekapitulasi atas TL Temuan Hasil Audit
Keuangan Desa Tahun 2022

Laporan
KonsolidasiAPB
Desa

Ct, BERNI'

ARINAL DIUNAIDI

NO PENII,AIAN

Pemerintah Desa tidak
memberjkan informasi yang

memadai kepada masyarakat
desa



NO
TtTtx RAWAN XORUPST/

PERMASATA}TAN
IND!XATOR

SUB

INDIXATOR

3l Pelaporan keuangan desa tidak
dikonsolidasi dengan baik dan
disampaikan secara berjeniang
dari desa ke kab/kota dan dari
kab,/kota ke kementerian.

Lapo:-an
Konsolidasi APB
Desa

Laporan
KonsolidasiAPll
Desa

1. Rekap desa konsolidasi pelaksanaan APB
Desa tahun 2022
. Nilai 500/o x (lumiah Desa yg realisasi
pelaksanaan APB Desa talrun 2022 sudah
dikonsolidasi dibagi Junrlah total Desa)

2. Rekap Laporan Konsolrdasi Pelaksanaan
APB Desa semester I 2023
, Nilai 50% x (Jumlah Desa yg realisasi
pelaksanaan APB Desa semester I sudah

dikonsolidasi melalui aplikasi laporan
konsolidasi diba8i Iumlah total Desa)

4 Pemerintah Desa tidak
memberikan informasi yang
memadai kepada masyarakat
desa

Publikasidan
Transparansi

Publikasi dan
Transparansidi
Masyarakat

50% X (Jumlah Desa yang

mempublikasikan pertanggungiawaban

APB Desa Tahun 2022 dibandinckan
dengan iumlah total Desa)

50% X (lumlah Desa yanE

mempublikasikan APB Desa Tahun 2023

dibandingkan dengan jumlah total Desa)
. Penyalahgunaan Aset Desa
. Aset Desa tldak dltata kelola

dengan tertib,

Database
Desa

Aset Database
Desa

Aset Laporan lumlah Desa yarrg sudah menyampaikan
Data Aset Desa yang ditandatangani oleh Kepala
DPMPD dan ditembuskan ke lnspektorat
(laporan menggunakan t-orm lsian Aset Desa)

6 Fungsi pembinaan kepada
Pemerintah Desa tidak optimal
sehlngga banyak ditemukan
ketidaksesuaian pelaksanaan
tata kelola desa dengan regulasi
Rekomendasi tidak
ditindaklaniuti dengan optimal

Pengawasan Audit Keuangan
Desa dan
Pembinaan Desa

DOXTIMEN XELENGNAPAN

Surat Pernyataaan telah menyampaikan laporan
konsolidasi APB Desa melalui aplikasi yang
ditandatangani oleh Kepala DPMPD yang
dilampirkan:
1. Rekap desa yang re,rlrsasi pelaksanaan APB

Desa tahun 2022 srdah dikonsolidasi. serta
bukti screenshot .rpabila sudah dikirim
melalui aplikasi laporan konsolidasi.

2. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APB Desa
Semester I 2023, selta bukti screenshot
apabila sudah dikirim melalui aplikasi
laporan konsolidasi.

1. LHP Pengelolaan Keuangan Desa yang
didasarkan pemetaan r,siko/ lmplementasi
Siswaskeudes

2. Rekapitulasl Temuan Hasil Audlt Keuangan
Desa Tahun 2022 dan Rekomendasinya

3. Rekapitulasi atas TL Temuan Hasil Audit
Keuangan Desa Tahun 2022

PENILAIAN

0/o lumlah Desa yang sudah menyampaikan
Data Aset Desa, misal:
1,Jika seluruh aset desa telah dilakuan

monitorlng diberikan nilai 1000/6

2.fika baru 200/o aset desa dilakukan
monitori diberikan nilai 2 0olo

1, Sudah mengimplementasjkan
SISWASKEUDES/ Risk Bosed Audit atas
pengelolaan keuangan Desa njlainya 1000/o

2. Sudah dilakukan perangkingan risiko Desa

menggunakan aplikasi Siswakeudes
nilainya 50%

3.lika belum mengimplementasikan
SISWASKEUDES/ Risk Based Audit atas

pengelolaan keangan Desa nilainya 0%r

GTIBERNI'R LAMPUNG,_w
N RINAL DJUNAIDI

Surat Pemyataan yang ditandatangani oleh
Kepala DPMPD terhadap informasi:
a.lumlah desa yang telah mempublikasi Laporan

pertanggungiawaban APB Desa 2022
b,lumlah desa yang telah mempublikasi APB

Desa2023

5.

-5.1-



5l-

NO
Tn'lK RAWAN KORUPST/

PERMASALAHAN
INDIKATOR

SUB

INDIKATOR
DOKI'MEN KELENGKAPAN PENILAIAN

3 Pelaporan keuangan desa tidak
dikonsolidasi dengan baik dan
disampaikan secara berienjang
dari desa ke kab/kota dan dari
kab/kota ke kementerian.

Laporan
KonsolidasiAPB
Desa

Surat Pernyataaan telah menyampaikan laporan
konsolidasi APB Desa melalui aplikasi yang
ditandatangani oleh Kepala DPMPD yang
dilampirkan:
1. Rekap desa yang realisasi pelaksanaan APB

Desa tahun 2022 sudah dikonsolidasi. serta
bukti screenshot apabila sudah dikirim
melalui aplikasi laporan konsolidasi.

2. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APB Desa
Semester I 2023, serta bukti screenshot
apabila sudah dikirim melalui aplikasi
laporan konsolldasi.

1. Rekap desa konsolidasi pelaksanaan APB
Desa tahun 2022
, Nilai 5070 x (lumlah Desa yg realisasi
pelaksanaan APB Desa tahun 2022 sudah
dikonsolidasi dibagi Jumlah total Desa)

2. Rekap l-aporan Konsolidasl Pelaksanaan
APB Desa Semester I 2023
. Nilal 5090 x (Jumlah Desa yg realisasi
pelaksanaan APB Desa semester I sudah
dikonsolidasi melalui aplikasi laporan
konsolidasi dibagi ,umlah total Desa)

4 Pemerintah Desa tidak
memberikan informasi yang

memadai kepada masyarakat
desa

Publikasidan
Tmnsparansi

500/6 X (Jumlah Desa yang
mempublikasikan pertanggungiawaban
APB Desa Tahun 2022 dibandingkan
dengan iumlah total Desa)

50o/o X flumlah Desa yang
mempublikasikan APB Desa Tahun 2023
dibandingkan dengan jumlah total Desa)

5 . Penyalahgunaan Aset Desa
. Aset Desa tidak ditata kelola

dengan tertib.

Database
Desa

Aset Database
Desa

Aset Laporan lumlah Desa yangsudah menyampaikan
Data Aset Desa yang ditandatangani oleh Kepala
DPMPD dan ditembuskan ke lnspektorat
flaporan menggunakan Form lslan Aset Desa)

% lumlah Desa yang sudah menyampaikan
Data Aset Desa, misal:
1.lika seluruh aset desa telah dilakuan

monitorlng dibertkan nilai 100%
2.Jika baru 2096 aset desa dilakukan

monitoring dibedkan nilaj 20%
6. Fungsi pembinaan kepada

Pemerintah Desa tidak optimal
sehingga banyak ditemukan
ketidaksesualan pelaksanaan

tata kelola desa dengan regulasi
Rekomendasi tidak
ditindaklanjuti dengan optimal

Pengawasan Audit Keuangan

Desa dan

Pembinaan Desa

1. LHP Pengelolaan Keuangan Desa yang
didasarkan pemetaan risiko/ lmplementasi
Siswaskeudes

2. Rekapitulasi Temuan Hasil Audit Keuangan
Desa Tahun 2022 dan Rekomendasinya

3. Rekapitulasi atas TL Temuan Hasil Audit
Keuangan Desa Tahun 2022

1. Sudah mengimplementasikan
SISWASKEUDES/ Risk Based Audit atas
pengelolaan keuangan Desa nilainya 10096

2. Sudah dilakukan perangkingan risiko Desa
menggunakan aplikasi Slswakeudes
nilainya 500/6

3. jika belum mengimplementasikan
SISWASKEUDES/ Risk Based Audit atas
pengelolaan keangan Desa nilainya 0016

GUBERNUR LAMPUNG,
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Laporan
KonsolidasiAPB
Desa

Publikasidan
Transparansidi
Masyarakat

Surat Pernyataan yang ditandatanganl oleh
Kepala DPMPD terhadap informasi:
a. lumlah desa yang telah mempublikasi Laporan

pertanggundawaban APB Desa 2022
b.lumlah desa yang telah mempubllkasi APB

Desa2023
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LAMPiRAN II L9PU1'U SAN GULII:,
NOMOR:Gl,%8
TANGGAT: -*

IIN I IIi I,AMPUNG

/rV r)l/HX/1023
- ,l^ - '20,23

SUSUNAN PTRSONALIA KEI,OMPOK KERIA PELAI(SANA RENCANA AKSI
PROGRAM PEI{CEGAIIAI{ KORI'PSI TERITTEGRASI PEMERINTAH

PROVIilSI LAilPTII{G TAIIUil 2023-2024

I. Pengarah : Gr.rbernur Lampung
II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

III. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan ,RaL _r at Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung.

Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung.

Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung.

IV. Sekretaris : Inspektur Provinsi lampung
V. Anggota : 1. Sekretaris DPRD Provinsi La-mpung.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dar Aset Daerah
Provinsi Lampung.

4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Li,rl)ung.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provirrsi l,;rmpung.

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelar anan Terpadu
Satu Pintu Pror.insi l,ampung.

7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika tlan Stadstik
Provinsi Lampung.

8. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provir'si l.ampung.

9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekletariat Daerah
Provinsi Lampung.

VI. Kelompok Ke{a:

A. Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran

Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Frovinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.

2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembang.trnan Daerah
Provinsi ta.r,lpung.

3. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan
Perencalaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampun g.

4. Inspektur Pembantu Wilayah I Insl>ektorat Provinsi
Lampung.

5. Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi lampung.

6. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelol:ran Keuangrtn dan
Aset Daerah Provinsi Lampung.
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7. Kepala Bidang Evaluasi dal Pembinaarr Kirbupaten/Kota
dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi lampung.

8. Kepala Bagran Analisa Kebutuhar, Milik l-,:lr:rah Badan
Pengelolaan keuangan dan Aset Daelah Provinsi
la-mpung.

9. Kepala Bagran Peraturan Perundang-Utrd:urgan Provinsi
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi l,anrprrng.

10. Kepala Bagan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi Lampung.

B. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekletariat Daerah
Provinsi La.mpung.

Anggota : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber |)aya Manusia
Daerah Provinsi Lampung.

2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektrrrat Provinsi
Lampung.

3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.

4. Kepala Bagtan Bantuan Hukum Biro Irr-rk.rrn Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.

C. Kelompok Keg'a Perizinan

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Prorrinsi Lampung.

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi
Lampung.

2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanarr PerDinan dan
Non Perizinan (A) Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan (B) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintrt Provinsi Lampung.

4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Informasi Penanantan Modal Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Lampung.

5. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas
Peiranaman Modal dan Pela5,2116r', Terpad u Satu Pintu
Provinsi Lampung.

6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data
Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

D. Kelompok Keqia Pengawasan APIP

Ketua : Inspeldur Provinsi lampung.

Anggota : 1 . Inspektur Pembantu Wilayah I Inspekrorat Provinsi
l,ampung.

2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi
Lampung.
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3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi
l,ampung.

4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi
la.mpung.

5. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi
Lampung.

6. Fungsional Auditor dan PPUPD Inspektorat Provinsi
Lampung.

7. Fungsional Perencana dan SDM Inspelrtorat Provinsi
l,ampung.

E. Kelompok Kerja Manajemen ASN

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi l,ampung.

Anggota : I . Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.

2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi l,ampung.

3. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi
l,ampung.

F. Kelompok Ke{a Optimalisasi Pajak Daerah

Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Selretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi
L,ampung.

3. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung.

4. Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah
Provinsi l.ampung.

G. Kelompok Keg'a Barang Milik Daerah

Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi lampung.

Anggota : l. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi
Lampung.

2. Kepala Bidang Penertiban Aset Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l^ampung.

3. Kepala Bidang Sertifikasi Aset Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.


